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Skripsi ini berjudul Respon Elite Golkar Makassar terhadap Dualisme DPP Pusat : 
Studi tentang kubu Aburizal Bakrie (ARB) dan kubu Agung Laksono ( AL). Judul ini dilatar 
belakangi oleh konflik dualism Partai GOLKAR di DPP Pusat antara kubu Aburizal Bakrie 
dan Kubu Agung Laksono dan adanya dua Munas yang saling mengklaim sebagai struktur 
kepengurusan yang sah dan sampai kepada Munaslub sebagai langkah rekonsiliasi konflik, 
sehingga adanya berbagai  Respon Elite Partai GOLKAR di tingkat DPD I dan DPD II 
lainya. Seperti halnya Elite DPD II Golkar Makassar memiliki pandangan dan kecenderungan 
terhadap kedua kubu yang berkonflik di DPP Pusat. kecenderungan dukungan Elite Partai 
GOLKAR Makassar terhadap salah satu kubu yang terlibat dualisme di DPP Pusat dan 
respon elite Golkar Makassar menjelang penyelenggaraan Munaslub serta pada saat 
munaslub. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 
kualitatif, yaitu  jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Adapun data yang didapatkan adalah 
bersumber dari data primer yaitu data yang di peroleh dari hasil wawancara dan data 
sekunder yaitu data yang diperoleh melalui literature-literature dan artikel yang relevan 
dengan penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah anasisis data deskkriptif kualitatif. 
Dalam menganalisis permasalahan tersebut penulis menggunakan teori yaitu teori 
konflik,teori elite, manajemen konflik, teori kepemimpinan, konsep respon dan konsep partai 
politik. 
Hasil penelitian menunjukkan  bahwa berbagai Elite Partai GOLKAR Makassar ada 
yang cukup koperatif  memiliki kecenderungan terhadap Aburizal Backrie maupun Agung 
laksono dan ada pula yang cukup  diplomatis dalam merespon konflik tersebut. respon elite 
Golkar Makassar menjelang penyelenggaraan Munaslub serta pada saat munaslub sangat 
dinamis karena terjadi perubahan sikap dimana sebelum penyelenggaraan Munaslub Elite 
DPD II Makassar melakukan konsolidasi dengan Agung Laksono sebagai upaya mendukung 
Syahrul Yasin Limpo sebagai calon ketua umum dan memandang majunya Syahrul Yasin 
Limpo sebagai langkah tepat untuk mereformasi GOLKAR, namun pada saat 
penyelenggaraan Munaslub sampai pada Pasca Munaslub Elite DPD II GOLKAR Makassar 
sangat pragmatis, dimana sebelumnya kompromi dukungan dengan Agung Laksono berubah 
dan Elite GOLKAR Makassar beberapa kali menghadiri undangan konsolidasi mendukung 
kandidat lain di Munaslub sehingga indikasi praktik jual beli suara juga melibatkan Elite 
DPD II GOLKAR Makassar. Elite DPD II GOLKAR Makassar yang lain juga menaggapi 
pesimistis keluarnya struktur kepengurusan hasil munaslub dikarenakan tidak adanya nama 
Syahrul Yasin Limpo sebagai repesentase Elite GOLKAR Sulawesi selatan dan menilai 




A. Latar Belakang Masalah 
Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau 
berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dewasa ini partai politik sudah 
sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang 
dengan sendirinya ada. Kelahiranya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun 
juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru 
dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi Negara. 
Dan ia baru ada di Negara modern.
1
 Bahkan partai-partai politik telah menjadi bagian 
penting yang tidak terpisahkan dari sistem politik. Jika politik adalah taktik atau 
strategi untuk mendapatkan kekuasaan, maka partai politik adalah kendaraan untuk 
menggapai kekuasaan tersebut, karena itu antara politik dan partai politik sangat erat 
kaitannya. Terlebih lagi pada era modern seperti sekarang keberadan partai politik 
sangat dibutuhkan oleh setiap Negara yang menganut sistem demokrasi. 
  Sebagai kendaraan untuk menggapai kekuasaan, partai politik pada umumnya 
harus memiliki kepengurusan structural yang solid. Tetapi pada faktanya konflik 
internal partai menjadi bahan perbincangan menarik. Yang menjadi perhatian serius 
karena Konflik internal partai terjadi disaat persiapan pimilihan kepala daerah 
(PILKADA) serentak 9 desember 2015 lalu. Salah satu partai yang mengalami 
konflik internal ialah partai golkar. Konflik internal partai golkar terajadi kerena 
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 Meriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik,(Jakarta;PT Gramedia pustaka,2008). Hal 397 
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adanya dualisme kepengurusan antara kubu Agung laksono dan Aburizal bakrie. 
Aburizal bakrie yang secara akamasi menjadi ketua umum pada Musyawarah 
Nasional (Munas) di Bali membuat kader partai golkar lainya yang tidak setuju 
dengan aburizal bakrie membuat Musyawarah Nasional (Munas) tandingan di Jakarta 
dan dimenangkan Agung Laksono yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai 
GOLKAR versi Munas Jakarta.   
Setelah dilakukan persidangan oleh Mahkamah Partai GOLKAR yang 
hasilnya menerima kepengurusan DPP Partai GOLKAR hasil Munas Jakarta yang di 
ketuai oleh Agung Laksono.  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly 
juga ikut mengesahkan kepengurusan Partai GOLKAR versi Musyawarah Nasional 
(Munas) Jakarta Sebagaimana mekanisme undang-undang parpol yang baru, UU 
Parpol nomor 2 tahun 2011 dengan meminta partai politik membentuk mahkamah 
parpol, untuk menyelesaikan perselisihan internal masing-masing di partai, 
sebelumnya UU Parpol nomor 2 tahun 2008 yang telah direvisi memang mengatur 
perselisihan kepengurusan melalui musyawarah dan mufakat. Bila tidak tercapai 
tersedia dua pilihan penyelesaian, melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
2
 Kubu 
Aburizal bakrie dari hasil Munas Bali menilai keputusan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia belum adil sehingga melakukan banding di pengadilan  Hal tersebut 
membuat Konflik internal semakin memanas.  
Dampak dari konflik internal yang berkepanjangan tersebut membuat partai 
GOLKAR terancam tidak bisa mengikuti PILKADA Serentak karena menunggu hasil 
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putusan yang bersifat pasti dan mengikat sebagaimana KPU berpegang pada PKPU 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan kepala daerah. Di dalam Pasal 36 ayat 1 
PKPU tersebut disebutkan, apabila keputusan menteri tentang kepengurusan partai 
politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, maka 
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran 
pasangan calon berdasarkan keputusan terakhir dari menteri. Namun, di dalam Pasal 
36 ayat 2, apabila dalam proses penyelesaian sengketa itu terdapat penetapan 
pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan menteri, maka KPU 
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/Kota tidak dapat menerima pendaftaran 
pasangan calon sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti 




Konflik dualisme Partai GOLKAR di pusat telah menemui titik temu setelah 
adanya islah antara kedua kubu. Islah ini sebagai langkah mediasi agar partai 
GOLKAR tetap mengikuti pilkada serentak 9 desember 2015 lalu, sebagaimana 
diatur dalam UU Parpol. akan tetapi Islah permanen sulit terwujud. Islah ini sifatnya 
islah Parsial dimana hanya untuk memenuhi harapan kader yang ada di daerah. Islah 
yang diharapkan menyelesaikan masalah konflik dualisme kepemimpinan antara 
kedua kubu, ini hanya lebih kepada penyelematan marwah partai dan hanya untuk 
memenuhi harapan kader yang ada di daerah yang akan berkontestasi di pilkada. 
Banyak pengamat politik mengatakan Benturan antara loyalis di daerah belum terlihat 
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dengan jelas, karena loyalis kedua kubu berkonflik masih menunggu siapa yang 
secara legalitas yang akan menduduki jabatan ketua umum. Apabila sudah ada 
legitimasi maka loyalis kedua akan terlihat dan akan diakomodir menduduki jabatan-
jabatan strategis di DPD I, DPD II lainya. 
 Namun dalam kenyataan lainya  ialah hasil pilkada serentak 9 desember 2015 
lalu di 269 daerah. Hanya 116 Pasangan calon  yang di usung Partai GOLKAR, hasil 
yang diraih Golkar di posisi empat terbawah dengan hanya menang di 48 daerah. 
GOLKAR hanya unggul dari tiga partai lain, yaitu PPP, PKPI, dan PBB. banyak 
kader Partai GOLKAR yang bagus dan potensial memilih kendaraan politik lain atau 
melalui jalur independen maupun diusung oleh partai lain. Yang membuat kader 
golkar untuk sementara meminjam partai politik lain sebagai kendaraan dikarenakan 
GOLKAR terlambat dalam melakukan konsolidasi karena baru dinyatakan dapat 
mengukuti pilkada pada Juli 2015 setelah PKPU Nomor 9/2015 tentang Pencalonan 
direvisi. Keterlambatan itu pula yang membuat partai lain enggan melirik GOLKAR 
untuk berkoalisi.   
Dari beberapa daerah yang menjadi lumbung suara Partai GOLKAR adalah 
Sulawesi selatan salah satunya. Dari 11 Pemilihan Pilkada GOLKAR hanya menang 
1 daerah yang berhasil direbut usungan GOLKAR yaitu di Soppeng oleh Ketua DPD 
Partai Golkar HA Kaswadi Razak yang mengantongi rekomendasi usungan dari dua 
kubu berseteru, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. konflik yang berkepanjangan 
yang terjadi di kubu Partai GOLKAR telah membawa dampak buruk dalam 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Sulawesi Selatan.  dualisme 
4 
GOLKAR menjadi andil terbesar kekalahan telak tersebut, Pasangan calon usungan 
GOLKAR pun berguguran. Ada beberapa factor lain yang dinilai pengamat politik. 
setidaknya Ada dua faktor yang menjadi penilai, yaitu faktor yang bersumber dari 
kompetensi figur dan yang kedua berkaitan dengan citra Partai yang mengusung. 
Penyebab lainya adalah kekalahan GOLKAR di 11 pilkada di Sulsel disebabkan 
calon usungan ditentukan oleh DPP, GOLKAR Sulsel sebenarnya sudah mempunyai 
calon sendiri untuk diusung di pilkada serentak di Sulsel namun kewenangan 
penetapan ada pada DPP Pusat. 
Langkah Partai GOLKAR untuk menyelesaikan konflik dengan melakukan 
Munaslub sebagai langkah terbaik dalam rekonsiliasi atau islah permanen. 
MUNASLUB memang dinilai akan menjadi solusi terbaik GOLKAR. Di mana 
sebelumnya kedua kubu berkonflik juga sudah mengatakan tidak akan maju dalam 
MUNASLUB.  
Islah (rekonsiliasi) dalam konflik merupakan salah satu ajaran agama Islam. 
Dalam Al-Qur‟an menerangkan tentang konsep Islah tersebut, baik dalam konteks 
konflik level komunitas dan lainya seperti konflik yang terjadi pada Partai GOLKAR 
yang relevan dengan firman Allah QS. Al-Hujurat-9   
ِنإَو َنِم ِنَاَخِفٓئَاط  َنُِ ِم لۡ  ُ لۡٱ   اْوُى ََخخ لۡٱ  ا َُهٰىَذ لِۡحإ لۡجََغب ِۢنَإف ۖا ََُه ُلۡ َب اْوىُِح لَۡصَأف 
 ًَ َع ٰيَش لۡ ُ لۡٱ  اْوُى ِخ ََٰقف ٍِخَّٱ  ِش لَۡمأ ٓ ًٰ َِٱإ َء ٍٓ َِفح ًٰ َّخَح ٍِغ لَۡبح   ِ َّٱ  اْوىُِح لَۡصَأف لۡثَٓءَاف ِنَإف 
 ِ  ا ََُه ُلۡ َب ِ لۡذ َ لۡٱ  لۡ َأَو  
ۖاْوُٓى  ِ َِّنإ  َ َّٱ  ُّبُِحَ  َنُ ِ ِ لۡق ُ لۡٱ  ٩  
9. dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu 
damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, 
hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah 
Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan 
5 
hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku 
adil.. 
Ayat diatas menjelaskan bahwa pentingnya menjaga kedamaian dan apabila 
yang berkonflik menyalahi perjanjian atau consensus yang telah dilakukan hendaklah 
kita mengingatkan dan memintanya kembali berdamai secara adil tanpa merugikan 
kedua belah pihak yang berkonflik Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang 
Berlaku adil. 
Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW.: 
َهَاق ٌشَِمتْعُم اََىث َّذَح ٌد َّذَغُم اََىث َّذَح  َوٍِق َهَاق ًُْىَع ُ َّاللَّ ًَ ِضَس اًَغَوأ ََّنأ ًَِتأ ُتْعِمَع    
ًُّ ِثَّىىا ًِ ٍْ َِىإ ََقيَطْوَاف ًٍّ َُتأ َهْت ِ َّاللَّ َذْثَع َتٍْ ََتأ ُْ َى َمَّيَع َ  ًِ ٍْ َيَع ُ َّاللَّ ىَّيَص ًِّ ِثَّىِيى   ىَّيَص  
ُمْىا ََقيَطْوَاف اًساَمِح َةِمَس َ  َمَّيَع َ  ًِ ٍْ َيَع ُ َّاللَّ ًَ ٌِ َ  ًَُعَم َنُُشَْمٌ َنُُِميْع   ٌضَْسأ  
َْذَقى ِ َّاللَّ َ  ًِّىَع َلٍْ َِىإ َهَاَقف َمَّيَع َ  ًِ ٍْ َيَع ُ َّاللَّ ىَّيَص ًُّ ِثَّىىا ُياََتأ ا ََّمَيف ٌةَِخثَع   ُهَْتو ًِواَرآ  
ِ َّاللَّ ِهُُعَس ُساَمَِحى ِ َّاللَّ َ  ُْمٍْىِم ِساَصَْوْلْا ْهِم ٌوُجَس َهَاَقف َكِساَمِح ىَّيَص   ًِ ٍْ َيَع ُ َّاللَّ  
ًََُمتََشف ًِ ِم ُْ َق ْهِم ٌوُجَس ِ َّاللَّ ِذْثَِعى َةِضََغف َلْىِم اًحٌِس َُةٍَْطأ َمَّيَع َ   ِّوُِنى َةِضََغف  
يِذٌْ َْلْا َ  ِذٌِشَجْىاِت ٌبْشَض اَُمٍَىٍْ َت َناََنف ًُُتاَحَْصأ اَُمٍْىِم ٍذِحا َ   َاىََغَيَثف ِهاَعِّىىا َ   
َ ًَّ َوأ َْتىِضُْوأ ا{اُُِحيَْصَأف اَُُيَتتْقا َهٍِىِمْؤُمْىا ْهِم ِناََتِفئاَط ِْنإ َ   اَُمٍَىٍْ َت} 
Telah menceritakan kepada kami Musaddad yang berkata telah menceritakan kepada kami 
Mu‟tamar yang berkata aku mendengar ayahku yang berkata bahwa Anas radiallahu „anhu 
berkata dikatakan kepada Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] seandainya anda menemui 
Abdullah bin Ubay maka Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] berangkat dengan menaiki 
keledai sedangkan kaum muslimin berjalan kaki di tanah yang tandus. Ketika Nabi 
[shallallahu „alaihi wasallam] menemuinya, Abdullah bin Ubay berkata “menjauhlah dariku 
demi Allah bau keledaimu mengaggangguku”. Seseorang dari kaum Anshar dintara mereka 
berkata “demi Allah keledai Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] lebih harum darimu” 
maka orang dari kaumnya Abdullah marah dan mencacinya. Kemudian setiap orang dari 
kedua kelompok menjadi marah. Dan diantara mereka terjadi saling pukul dengan pelepah 
kurma, tangan dan sandal kemudian sampai kepada kami bahwa turun ayat “jika dua 
kelompok kaum mukminin berperang maka damaikanlah antara keduanya” [Shahih Bukhari 
3/183 no 2691] 
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Hadis diatas menjelaskan bahwa apabila kau melihat dua mukmin berperang 
baik level komunitas,kelompok, maupun perorangan maka damaikanlah kedua-
duanya dan buatlah perjanjian dalam berdamai sebagaimana hadis tersebut menjadi 
azbabun Nuzul surah Al-Hujurat ayat 9 yang menjadi himbauan bagi setiap orang, 
kelompok dan komunitas melakukan perdamaian atau islah. 
Selanjutnya surah Q.S. Annisa 114: 
 لَۡوأ ٍفوُش لۡ َم لَۡوأ ٍَتٱَذَِصب َشََمأ لۡنَم َِّلَّإ لُۡمهٰىَى لۡجَّن ن ِّم ٖشُِثَك ٍِف َش ُلۡ  َ َّلَّ۞
 َن ُلۡ َب ِۢح َٰ لِۡصإ  ِااَّ ٱ  َِكٱ َٰر لۡل َ لَۡف  نَمَو  َٓءاَِغخ لۡب  ِثاَض لۡشَم  ِ َّٱ  وًش لَۡجأ ِهُِح لۡ ُن َف لۡى ََف 
 ا ُِٗظَع ١١٤  
 
114. tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan 
dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau 
Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian 
karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. 
 
Ayat diatas menyerukan agar mengikuti himbauan yang mengikuti yang 
ma‟ruf atau melakukan perdamaian karena dengan perdamaian setiap orang akan 
memperoleh keberkahan sebagai imbalan atas apa yang telah ia lakukan dengan 
melakukan perdamaian diantara manusia 
Hubungan Ayat dengan pembahasan adalah Partai GOLKAR setiap daerah 
begitu banyak kader Partai yang Potensial  dan cukup solid secara kelembagaan 
kepartaian Tak terkecuali DPD II GOLKAR Makassar yang merupakan struktur 
partai GOLKAR di tingkat daerah. Kader DPD II GOLKAR Makassar sendiri cukup 
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solid pada Pemilihan legislatif lalu sehingga beberapa kader partai berhasil Mewakili 
Partai GOLKAR dan menjadi representasi masyarakat di DPRD Kota Makassar. 
Kondisi dualisme yang  sebelumnya menjadi ancaman bagi solidaritas DPD II 
GOLKAR Makassar,  karena ancaman polarisasi perubahan struktur internal dan 
dukungan Partai bagi yang tidak memiliki loyalitas terhadap salah satu pemimpin 
yang terlibat dualisme di pusat. Hal ini akan mengancam eksistensi Partai sehingga 
islah atau perdamaian merupakan pilihan yang paling ideal untuk kembali 
menciptakan solidaritas bagi setiap kader GOLKAR.  
Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui  bagaimana Elite DPD II 
GOLKAR Makassar dalam merespon dualisme kepemimpinan di pusat dan 
MUNASLUB. apakah DPD II GOLKAR Makassar mampu menjaga solidaritas 
kelembagaan internal dan structural di tingkat daerah karena adanya konflik dualisme 
pusat dan bagaimana sikap dan pandangan terhadap kedua kubu yang terlibat 
dualisme kepemimpinan di DPP PUSAT. Di satu sisi penting diketahui faktor yang 
mempengaruhi respon elite partai terhadap dualisme kepemimpinan masing-masing 
memiliki loyalis yang setia di tingkat pusat bahkan di tingkat daerah maupun 
polarisasi dukungan terhadap kedua kubu dan sampai kepada sentralitas dan 
desentralitas grass root menentukan sikap dan dukungan, namun disisi yang lain ada 
potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh kader yang akan diakomodir 
posisi strategis oleh salah satu kubu. Sehingga dapat memberikan suatu kesimpulan 
tentang Respon Elite DPD II GOLKAR Makassar terhadap dualisme kepemimpinan 
di pusat dan MUNASLUB Partai GOLKAR. faktor apa saja yang dapat memengaruhi 
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sikap elite DPD II GOLKAR Makassar dalam merespon konflik dualism 
kepemimpinan tersebut. sehingga dapat membantu untuk menjelaskan mengenai 
masalah sikap yang diambil di dalam tubuh kepartaian DPD II GOLKAR Makassar. 
Berdasarkan apa yang telah di utarakan pada uraian diatas maka sangat 
menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul „‟RESPON ELIT 
PARTAI GOLKAR MAKASSAR TERHADAP DUALISME KEPEMIMPINAN 
DPP PUSAT : studi kritis terhadap kubu Aburizal bakrie (ARB) dan Agung laksono 
(AL)„‟. 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan apa yang telah di uraikan di atas maka rumusan masalah yang akan 
di teliti adalah: 
1. Bagaimana kecenderungan dukungan Elite GOLKAR Makassar terhadap 
dualisme kepemimpinan.  
2. Bagaimana Respon elite GOLKAR Makassar menjelang MUNASLUB dan 
Pada saat MUNASLUB. 
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 
1. Tujuan penelitian 
Adanya Dualisme kepemimpinan Partai GOLKAR di DPP Pusat 
menyebabkan renggangnya hubungan structural membuat solidaritas partai 
dipertanyakan.tidak terkecuali implikasinya terhadap Elite DPD II Partai GOLKAR 
kota Makassar menjadi suatu ketertarikan untuk mengkajinya. Sehingga tujuan 
penelitian antara lain 
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a. Untuk mengetahui kecenderungan dukungan Elite GOLKAR Makassar 
terhadap dualisme kepemimpinan. 
b.  Untuk mengetahui Bagaimana Respon elite GOLKAR Makassar 
menjelang MUNASLUB dan Pada saat MUNASLUB.  
2. Kegunaan penelitian 
 Kegunaan yang di harapkan dari penelitian antara lain: 
a. Kegunaan teoritis 
Hasil penelitian di harapkan dapat berguna bagi semua kalangan dan 
memberi Gambaran pengetahuan tentang sikap, reaksi dan pandangan elite 
DPD II Partai GOLKAR Makassar dalam merespon dualisme 
Kepemimpinan DPP Pusat.  
b. Kegunaan praktis  
Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 
kalangan-kalangan seperti: 
1.  Bagi DPD II Partai GOLKAR Makassar agar lebih baik lagi dalam merespon 
konflik dalam tubuh partai dan menjaga solidaritas kepartaianya dan mampu 
melihat perilaku serta kecenderungan Elite DPD II Partai GOLKAR 
Makassar dalam merespon dualisme Kepemimpinan DPP Pusat. 
2.  Bagi penulis dapat menambah pengetahuan penulis sebagai hasil dari apa 
yang telah di dapatkan di bangku kuliah, selain itu hasil penelitian ini 
diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya di 
masa yang akan datang Manfaat ilmiah peneltian 
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3.  Penelitian ini di tujukan sebagai kontribusi pengetahuan  terhadap perilaku 
DPD II Partai GOLKAR Makassar dalam merespon dualisme DPP Pusat 
Sehingga dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi 
civitas akademika yang akan melakukan penelitian selanjutnya di Partai lain 
atau di DPD I maupun DPD II lainya. 
4.  Dengan tercapainya beberapa tujuan penelitian ini, diharapkan dapat berguna 
bagi semua pihak terutama bagi Elite DPD II Partai GOLKAR  Makassar 
dan Partai lainya maupun  Elite DPD I atau DPD II lainya agar lebih mampu 
menjaga marwah partai, merespon dan menyikapi konflik dualisme 
kepemimpinan di DPP Pusat. 
D. TINJAUAN PUSTAKA  
Pada bagian ini akan disebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang 
ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Semua itu untuk 
menunjukkan bahwa masalah yang akan diteliti bukanlah sama sekali belum 
pernah ditulis, diteliti atau disinggung orang sebelumnya. Kegunaannya 
adalah untuk mengetahui seberapa besar Relevansi keilmuan dalam penelitian 
yang ditulis dan apakah hanya merupakan bentuk pengulangan. Oleh karena 
itu tidak layak apa yang ditulis dalam penelitian itu sudah pernah ditulis oleh 
orang lain. Atas dasar itu jumlah penelitian terdahulu yang dihadirkan 
minimal empat buah yang setidaknya memiliki hubungan dengan penelitian 
ini, maka disebutkan sebagai berikut: 
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1. Skripsi berjudul: Komunikasi Politik Anggota Partai GOLKAR DPD II 
Kota Makassar 2012 oleh Muh. Agung Syahputra (2012) Universitas 
Hasanuddin, Fakultas ilmu sosial dan ilmu Politik. penelitian yang melihat 
pelaksanaan komunikasi politik anggota Partai GOLKAR DPD II 
Makassar dan aktor-faktor yang mendukung pelaksanaan komunikasi 
politik anggota partai Golkar DPD II Kota Makassar serta Untuk faktor-
faktor yang menghambat pelaksanaan komunikasi politik anggota Partai 
GOLKAR DPD II Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
komunikasi politik sesama anggota Partai GOLKAR mengandung pesan-
pesan berupa: perintah,himbauan, larangan dan program kerja anggota 
partai golkar dimana disatu pihak politikus bertindak sebagai komunikator 
terhadap anggota lainnya sebagai audiens. Partai GOLKAR memiliki 
sistem dan prosedur yang jelas dengan jalan menghindari pesan-pesan 
komunikasi politik yang dapat menyebabkan konflik internal. Komunikasi 
politik antar kader memiliki budaya organisasi yang solid yang harus 
mendukung keputusan pimpinan Partai GOLKAR.
4
. 
2. Skripsi berjudul: Konflik Internal Partai GOLKAR Pada Pemilihan 
Walikota Makassar Tahun 2013. oleh Syintha Warachma T.P 2013. 
Universitas Hasanuddin Jurusan Ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik. Penelitian yang memfokuskan untuk melihat bagaimana 
                                                          
4
 Muh. Agung Syahputra. Komunikasi Politik  Anggota Partai GOLKAR DPD II Makassar. 
Skripsi  2012 
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konflik kepentingan yang terjadi oleh aktor politik Partai GOLKAR 
(Syahrul YL & Nurdin Halid) pasca penetapan calon wakil walikota 
Makassar tahun 2013 dan bagaimana dampak konflik yang terjadi dalam 
Partai GOLKAR pasca penetapan calon wakil walikota Makassar tahun 
2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kepentingan yang 
terjadi antara Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid pasca penetapan 
calon wakil walikota Makassar 2013 yaitu kepentingan Syahrul YL 
memilih Farouk M.Betta untuk menjadi calon wakil walikota Makassar 
semata-mata untuk memenangkan pemilukada di Kota Makassar dan hasil 
survei Farouk lebih tinggi disbanding dengan Kadir Halid, kepentingan 
Nurdin halid mendorong adiknya sebagai calon wakil walikota Makassar 
karena kedepannya Nurdin ingin mencalonkan diri sebagai Gubernur 
Sulsel, sehingga apabila pasangan Supomo-Kadir terpilih maka Nurdin 
Halid lebi mudah untuk memperoleh suara di Kota Makassar dan Nurdin 
juga ingin menegaskan bahwa kekuatan politik dalam Partai GOLKAR di 
Sulawesi Selatan tidak hanya dikendarai oleh Syahrul YL semata, tapi 
Nurdin juga mempunyai kekuatan dalam Partai GOLKAR.
5
 
3. Skripsi berjudul: Dinamika Partai Golongan Karya (GOLKAR) Pada 
Pemilihan Walikota Makassar 2013. oleh Ayatul Rakhman,2014. 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Ilmu politik 
                                                          
5
 Syintha Warachma T.P. Universitas Hasanuddin. konflik internal Partai Golkar Pada 
Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2013. Skripsi. (2013). 
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Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik. Penelitian ini menjelaskan 
perihal dinamika politik partai golkar studi kasus DPD II Partai GOLKAR 
kota Makassar sarat dengan konflik internal partai, konflik tersebut 
menimbulkan beberapa hal yang merugikan partai golkar. Pemasaran atau 
marketing politik partai yang kurang begitu sukses dikarenakan para 
kader, petinggi partai tingkat DPD I, tingkat DPD II tidak mengadakan 
hubungan-hubungan yang solid atau integritas yang tinggi. Hal ini yang 
kemudian menyebabkan rapuhnya partai dikalangan grass root, serta 
masyarakat juga begitu cenderung memiliki pandangan yang tidak baik 
terhadap partai jika konflik internal melanda partai tersebut secara terus-
menerus. Terkait dengan keputusan DPP Partai GOLKAR yang 
merekomendasikan  supomo Guntur dan kadir halid sebagai pasangan 
calon walikota dan wakil calon walikota Makassar 2013-2018 juga 
mendapat banyak sorotan. Membeloknya beberapa kader Partai GOLKAR 
mendukung pasangan calon dari partai lain menimbulkan opini yang 
kurang bagus si mata masyarakat  dan mengesankan bahwa solidaritas 
partai golkar mulai pecah.
6
 
4. Skripsi berjudul: Pengaruh Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi 
Terhadap Pemantapan Kader Partai Politik (Studi Kasus Terhadap 
Dewan Pimpinan Daerah (DPD II) Partai GOLKAR Kota Makassar) oleh 
                                                          
6
 Ayatul Rakhman. UIN Alauddin Makassar. Dinamika partai Golongan karya (GOLKAR) 
pada pemilihan walikota Makassar. Skripsi (2013). 
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Rahman B pada tahun 2013 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 
Jurusan Ilmu politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik. Penelitian 
yang melihat Kepemimpinan  dan perilaku organisasi merupakan dua hal 
memiliki pengaruh dominan dalam menentukan sukses atau tidaknya 
sebuah partai politik dalam melakukan pemantapan militansi kader dengan 
baik.  Hasil penelitian melihat Kegagalan DPD II Partai GOLKAR 
Makassar yang dinahkodai oleh Supomo Guntur membuat banyak kader 
yang memerbelot ke partai lain bahkan kader yang melawan dan 
menentang berbagai keputusan pimpinan partai disebabkan oleh pola 
kepemimpinan yang diterapkan cenderung menutup diri. Adanya 
pemenuhan dimensi-dimensi kepemimpinan seperti fungsi tugas dan 
fungsi pemeliharaan dan pemenuhan perilaku-perilaku organisasi seperti 
dimensi motivasional, evaluasi kenerja yang baik, dan pembinaan kader 
menjadi kunci utama bagi seorang pemimpin partai. peran kepemimpinan 
dan perilaku organisasi DPD II Partai GOLKAR kota Makassar secara 




5. Skripsi berjudul: Dinamika Politik Partai GOLKAR 1998-2004 oleh Brian 
Andri jatmiko pada tahun 2010 Universitas sebelas maret program 
Pendidikan sejarah Jurusan Pendidikan ilmu pengetahuan social  Fakultas  
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 Rahman  B.  Pengaruh kepemimpinan dan perilaku organisasi terhadap pemantapan kader 
partai politik (studi kasus terhadap dewan pimpinan daerah (DPD II) partai golkar kota Makassar) 
Skripsi (2013). 
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keguruan dan ilmu Pendidikan.  Dari hasil penelitian tersebut 
disimpulkan: (1) Ketika reformasi dan perubahan politik menuju 
demokrasi terjadi. GOLKAR sebagai pendukung utama rezim Soeharto ini 
kehilangan patron politiknya. Dan Hasil dari MUNASLUB, Akbar 
Tandjung terpilih sebagai ketua umum GOLKAR, GOLKAR berubah 
menjadi Partai GOLKAR, dan merubah AD/ART Partai GOLKAR, (2) 
Banyak terjadi konflik dalam tubuh Partai Golkar. Konflik internal terjadi 
pada bulan 1998 setelah pihak yang kalah dalam MUNASLUB mulai 
membuat partai baru. Konflik eksternal juga banyak muncul dari 
masyarakat terutama mahasiswa. Mereka menuntut pembubaran Partai 
GOLKAR yang dianggap sebagai sumber utama krisis. Partai GOLKAR 
juga dihadapkan terhadap keppres mengenai pembekuan Partai GOLKAR 
yang terjadi pada masa pemerintahan Gus Dur, (3) Begitu banyak konflik 
yang melanda Partai GOLKAR, tidak membuat partai ini menciut..
8
 
Perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan yang sekarang 
yaitu penelitian yang sebelumnya belum mengkaji respon partai di daerah 
dalam merespon konflik kepartaian di pusat, sedangkan penelitian yang 
hendak penulis lakukan adalah menelaa‟ah lalu menjelaskan 
kecenderungan Elite DPD II Partai GOKAR Makassar dalam merespon 
dualisme kepemimpinan di DPP Pusat hingga adanya MUNASLUB 
sebagai rekonsiliasi. 
                                                          
8
 Skripsi Briyan Andri  jatmiko Dinamika politik partai Golkar 1998-2004.  Skripsi (2010). 
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E. KERANGKA TEORI 
1. Teori Konflik  
Teori konflik adalah suatu perspektif atau cerminan dalam ilmu sosial 
yang menekankan ketimpangan sosial, politik atau material dari suatu 
kelompok sosial, bahwa ruang lingkup dari teori ini amatlah luas, yang 
mencakup sistem sosial-politik. Teori konflik menekankan perhatian 
pembahasannya kepada beberapa persoalan seperti perbedaan kekuasaan, 
konflik kelas, dan umumnya adalah kontras ideologi historis yang dominan. 
Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin conyang 
berarti bersama dan fligere yang berarti benturan atau tabrakan. Disatu sisi, 
“konflik” dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, 
pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih
9
 
Teori konflik Lewis Coser 
a. Konflik Realistis, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan- tuntutan 
khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan 
keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang 
dianggap mengecewakan. Contohnya para karyawan yang mogok kerja 
agar tuntutan mereka berupa kenaikan upah atau gaji dinaikkan. 
b. Konflik Non- Realistis, konflik yang bukan berasal dari tujuan- tujuan 
saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan 
                                                          
9
 Surbakti, Ramlan. Dasar-dasar Ilmu Politik. Surabaya : Airlangga University Press, 1984, 
hlm 21-32 
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ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Coser menjelaskan dalam 
masyarakat yang buta huruf pembasan dendam biasanya melalui ilmu 
gaib seperti teluh, santet dan lain- lain. Sebagaimana halnya masyarakat 
maju melakukan pengkambinghitaman sebagai pengganti 




Lewis Coser menyebutkan beberapa fungsi konflik :  
Pertama .Konflik dapat memperkuat solidaritas kelompok yang agak 
longgar. Kedua Konflik dengan kelompok lainnya dapat menghasilkan 
solidaritas didalam kelompok tersebut dan solidaritas itu bisa menghantarnya 
kepada aliansi-aliansi dengan kelopok lain. ketiga  Konflik dapat 
menyebabkan anggota-anggota masyarakat yang terisolasi menjadi berperan 
secara aktif. Keempat Konflik juga bisa berfungsi untuk berkomunikasi yaitu 
dengan mengeluarkan pendapat dengan cara tukar pikiran.  
Teori konflik Ralf Dahrendorf 
Seperti halnya Coser, Ralf Dahrendorf mula- mula melihat teori 
konflik sebagai teori parsial, mengenggap teori tersebut merupakan perspektif 
yang dapat dipakai untuk menganalisis fenomena sosial. Ralf Dahrendorf 
menganggap masyarakat bersisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerja 
sama. Menurut Dahrendorf tidak selalu pemilik sarana- sarana juga bertugas 
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sebagai pengontrol apalagi pada abad kesembilan belas. Ia memaparkan 
perubahan yang terjadi di masyarakat industri semenjak abad kesembilan 
belas. Diantaranya: 
1. Dekomposisi modal. 
Menurut Dahrendorf timbulnya korporasi- korporasi dengan saham 
yang dimiliki oleh orang banyak, dimana tak seorang pun memiliki kontrol 
penuh merupakan contoh dari dekomposisi modal. Dekomposisi tenaga. 
2. Dekomposisi tenaga kerja. 
Di abad spesialisasi sekarang ini mungkin sekali seorang atau 
beberapa orang mengendalikan perusahaan yang bukan miliknya, seperti 
halnya seseorang atau beberapa orang yang mempunyai perusahaan tapi 
tidak mengendalikanya. Karena zaman ini adalah zaman keahlian dan 
spesialisasi, manajemen perusahaan dapat menyewa pegawai- pegawai untuk 
memimpin perusahaanya agar berkembang dengan baik. 
3. Timbulnya kelas menengah baru 
Pada akhir abad kesembilan belas, lahir kelas pekerja dengan susunan 
yang jelas, di mana para buruh terampil berada di jenjang atas sedang buruh 
biasa berada di bawah. Pertentangan kelas sebagai satu bentuk konflik dan 
sebagai sumber perubahan sosial. Menurutnya, ada dasar baru bagi 
pembentukan kelas yaitu sebagai pengganti konsepsi pemilikan sarana 
produksi dan sebagai dasar perbedaan kelas itu. Hubungan-hubungan 
kekuasaan yang menyangkut bawahan dan atasan menyediakan unsur bagi 
19 
kelahiran kelas. Dahrendorf mengakui terdapat perbedaan di antara mereka 
yang memiliki sedikit dan banyak kekuasaan. Perbedaan dominasi itu dapat 
terjadi secara drastis. Tetapi pada dasarnya tetap terdapat dua kelas sosial 
yaitu, mereka yang berkuasa dan yang dikuasai. Dalam analisisnya 
Dahrendorf menganggap bahwa pertentangan kelompok mungkin paling 
mudah di analisis bila dilihat sebagai pertentangan mengenai ligitimasi 
hubungan-hubungan kekuasaan. Dalam setiap asosiasi, kepentingan 
kelompok penguasa merupakan nilai-nilai yang merupakan ideologi 
keabsahan kekuasannya, sementara kepentingan-kepentingan kelompok 
bawah melahirkan ancaman bagi ideologi ini serta hubungan-hubungan 
sosial yang terkandung di dalamnya.
11
 
2. Manajemen Konflik 
Dalam kajian konflik dan perdamaian kontemporer manajemen 
konflik bertujuan mencegah konflik menghasilkan bentuk-bentuk kekerasan 
langsung dan structural ruben stein menyatakan bahwa manajemen konflik 
bertujuan me-moderation  atau memberadabkan efek-efek konflik tanpa 
perlu menangani akar konflik dan sebab-sebabnya. Teori konflik 
managemen menjelaskan bahwa semua konflik tidak perlu diselesaikan 
tetapi mempelajari bagaimana mengelola berbagai konflik dapat 
mengunrangi eskalasi konflik kekerasan. Seperti pendapat Carpenter dan 
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kennedy yang menyatakan bahwa tantangan pada manajer konflk bukan 
menghapus konflik melainkan mengatasi perbedaan seproduktif mungkin.
12
 
Dimensi lain manajemen konflik adalah bagaimana suatu wewenang 
ditegakkan oleh pihak berkonflik atau pihak ketiga. Pendekatan ini melihat 
manajemen konflik mampu menekan kemunculan kekerasan dalam konflik 
dengan menggunakan sperangkat kekuasaan dan kekuatan. Seperti pendapat 
Hugh Miall bahwa manajemen konflik adalah seni intervensi yang tepat 
guna mencapai pembuatan politik yang stabil (political settlement), terutama 
mereka yang mempunyai kekuasaan dan sumber daya yang besar untuk 




Manajemen konflik menciptakan pola hubungan berbasis pada kekuasaan. 
Menurut Hopmann, negosiasi yang berlandas pada hubungan kekuasaan 
dicirikan oleh pendekatan bargaining pendekatan bargaining adalah salah 
satu ciri utama manajemen konflik yang mungkin membuka kesempatan 
kelompok-kelompok dominan untuk menentukan bentk resolusi konflik. 
Dengan mendukung sebuah pendekatan yang saling menuntungkan  (mutual 
gains) untuk negosiasi yang berhubungan dengan apa yang dinamakan 
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 Beberapa ilmuan social meredefenisi 
manajemen konflik sebagai konsep yang tidak hanya bertujuan mencegah 
kekerasan dalam konflik melalui praktik pengelolaan tetapi juga 
mentransformasikan konflik. 
3. Respon 
Respon merupakan suatu proses komunikasi, respon diambil dari kata 
benda yang berarti reaksi, tanggapan, sambutan, dan jawaban
15
 secara 
etimologi respon berasal dari bahasa ingris  respons yang diterjemahkan 
dalam bahasa Indonesia sebagai tiap-tiap tindakan atau perubahan kondisi 
yang dibangkitkan oleh stimulus atau jawaban
16
 atas tantangan individu 
manusia berperan serta sebagai pengendali antara stimulus dan respon 
sehingga menentukan bentuk respon individu terhadap stimulus adalah 
stimulus dan factor individu itu sendiri.  
Menurut Blumer model stimulus respon menekankan keutamaan 
peristiwa eksternal. Dimana tindakan manusia dilihat sebaga respon terhadap 
rangsangan yang terjadi di dunia luar. Tindakan manusia dapat sekaligus 
disengaja dan kreatif, sang actor memperhitungkan, mengenal, menilai dan 
memutuskan pilihan dari berbagai alternatif-tindakan
17
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Respon dapat dalam bentuk baik atau buruk, positif atau negatif. 
Apabila respon positif maka cenderung untuk mendekati objek, sedangkan 
respon negatif cenderung untuk menjauhi objek tersebut. Setiap perilaku sadar 
yang dilakukan oleh manusia didahului oleh proses pengetahuan yang 
memberi arah terhadap perilaku. Setelah seseorang mendapatkan pengetahuan 
maka yang terjadi adalah seseorang tadi akan menentukan sikap. Sikap 
merupakan kecenderungan seseorang untuk bertindak, beroperasi, berfikir dan 
merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi dan nilai. 
Tiap-tiap sikap biasanya mempunyai tiga macam aspek:
18
 
1. Aspek kognitif yaitu sikap yang berhubungan dengan gejala-gejala 
mengenai dalam pikiran, ini terwujud pengolahan pengalaman dan 
keyakinan serta harapan-harapan individu tentang sekelompok objek 
tertentu.  
2. Aspek afektif yaitu berwujud proses menyangkut perasaan-perasaan 
tertentu tertentu seperti, ketakutan, kedengkian, simpati, antipati, dan 
sebagainya yang ditujukan pada objek-objek tertentu.  
3. Aspek konatif yaitu berwujud proses tendensi/ kecenderungan untuk 
berbuat suatu obyek, misalnya kecenderungan memberi pertolongan, 
menjauhkan diri  dan sebagainya. 
 
 
                                                          
18
 Sudirman sommeng Psikologi Sosial (Makassar: Alauddin University Press 2014)  hal 133 
23 
4. Teori Elite 
Elite menurut Suzzana Keller, berasal dari kata elligere, yang berarti 
memilih, dalam perkataan biasa kata itu berarti bagian yang menjadi pilihan 
atau bunga suatu bangsa, budaya, kelompok usia dan juga orang-orang yang 
menduduki posisi sosial yang tinggi. Dalam arti umum elite menunjuk pada 
sekelompok orang dalam masyarakat yang menempati kedudukan 
kedudukan tertinggi. Dengan kata lain, elite adalah kelompok warga 
masyarakat yang memiliki kelebihan daripada warga masyarakat lainnya 
sehingga menempati kekuasaan sosial di atas warga masyarakat lainnya 
yang memiliki keunggulan atau superioritas apabila dibandingkan dengan 
kelompok atau golongan lainya 
19
 
Perbedaan yang tidak mungkin terelakkan di antara anggota 
masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dinyatakan sebagai titik 
awal bagi munculnya kelompok-kelompok yang mempunyai keunggulan 
apabila dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lainnya dalam 
masyarakat yang sama. Anggota masyarakat yang mempunyai keunggulan 
tersebut pada gilirannya akan tergabung dalam suatu kelompok yang dikenal 
dengan sebutan kelompok elite. Keunggulan yang melekat pada dirinya 
akan menggiring mereka tergabung dalam kelompok elite yang mempunyai 
perbedaan dengan anggota masyarakat kebanyakan lainnya yang tidak 
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memiliki keunggulan. Sebutan elite atau terminologi elite, sebagaimana 
diungkapkan oleh Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Suzanne Keller dan 
pemikir yang tergolong dalam elite theorits, memang menunjukkan pada 
kelompok atau golongan yang ada di suatu masyarakat. 
Perspektif pokok dalam pendekatan elit diringkas dalam pernyataan 
bahwa semua sistem politik dibagi dalam dua lapisan-lapisan yang 
memerintah dan diperintah atau kelas yang berkuasa the rulling class dan 
satu kelas yang dikuasai the rulled class. Penguasa dinamakan elite politik, 
dan merupakan aspek terpenting dalam suatu sistem politik. Elit politik 
adalah yang memiliki sebagian terbesar kekuasaan politik dan yang 
membuat sebagian terbesar keputusan-keputusan politik politik penting 
dalam masyarakat. Elit politik terdiri dari minoritas individu-individu yang 
paling aktif dalam masalah-masalah politik. 
Menurut Laswell, elit politik mencakup semua pemegang kekuasaan 
dalam suatu bangunan politik. Elit ini terdiri dari mereka yang berhasil 
mencapai posisi dominan dalam sistem politik dan kehidupan masyarakat. 
Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan dan kehormatan. 
5. Teori Kepemimpinan Politik 
Defenisi kepemimpinan  
Pemimpin pada hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai 
kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya 
25 
dengan menggunakan kekuasaan. Bernardine R. wirjana mendefenisikan 
kepemimpinan adalah suatu proses yang kompleks dimana seseorang 
memengaruhi orang lain untuk mencapai suatu misi, tugas, atau sasaran. 
Dan mengarahkan organisasi dengan carayang membuatnya lebih kohersif 
dan lebih masuk akal
20
 
Pemimpin, kepemimpinan, dan kekuasaan adalah tiga hal yang 
memiliki defenisi masing-masing, tapi ketiganya berhubungan erat. 
Pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya bertujuan 
mengarahkan orang lain yang memiliki posisi di bawahnya, baik tingkatan 
posisi yang disepakati dalam struktural ataupun proses pengakuan 
pemimpin tanpa kesepakatan (proses alami). kepepemimpinan dalam satu 
definisi saja yaitu “kepemimpinan adalah merupakan suatu pengaruh 
hubungan antara pimpinan danpengikut (followers) yang bermaksud pada 
perubahan dan hasil nyata yang mencerminkan tujuan bersama” Dari 
definisitersebut tercakup tujuh unsur yang esensial dalam kepemimpinan, 
(1) pemimpin (leader), (2) pengaruh (Influence), (3) pengikut (Follower), 
(4) maksud (Intention), (5) Tujuan bersama (shared purpose), (6) Perubahan 
(change), (7) tanggung jawab pribadi (Personal responbility). pengaruh 
adalah hubungan timbal balik bukan satu arah antara pemimpin dengan 
pengikut dengan maksud dan harapan terjadi perubahan yang berarti sebagai 
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hasil dari tujuan bersama. Dari pandangan Daff di atas dapat dipahami 
bahwa pengaruh tidak dikaitkan dengan unsur kekuasaan maupun paksaan 
yang dilakukan pemimpin terhadap bawahan.
21
 Kepemimpinan adalah 
kemampuan seseorang (kelompok) untuk mempengaruhi orang (kelompok) 




6. Partai Politik 
Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta 
atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai 
politik sudah sangat akrab dilingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai 
bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai 
sejarah cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua, bisa dikatakan 
partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia. 
Kehadiran partai politik bisa dikatakan masih baru dinegara modern, baru 
pada abad ke-20an studi masalah partai politik dimulai. Partai politik 
berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi 
mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa 
sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan
23
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1. Partai sebagai Sarana Sosialisasi Politik 
Didalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai melalui 
mana seseorang memperoleh pemahaman dan sikap serta orientasi 
terhadap fenomena politik yang terjadi diman ia berasal. Proses ini 
biasanya berjalan secara berangsur-angsur.  
Pada Partai Politik, peran sebagai salah satu alat sosialisasi 
politik dijalankan dengan melalui ceramah-ceramah. Kursus-kursus, 
ataupun penataran-penataran bagi pengikut atau kader dari partai politik 
tertentu. 
2. Partai Sebagai Sarana Rekruitmen Politik 
  Rekrutmen politik adalah proses mencari atau mengajak 
seseorang yang turut aktif dalam kegiatan politik dan menjadi anggota 
partai. Dalam hal ini partai politik turut memperluas partisipasi politik 
masyarakat dengan mengajak seseorang yang dianggap berbakat dan 
memiliki kecakapan dalam bidang politik untuk menjadi anggota partai 
politik oleh partai dengan harapan dapat berprestasi dalam bidang politik 
serta mampu mengisi jabatan-jabatan dan sebagai penerus partai 
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3. Partai sebagai Sarana Agregasi Politik 
  Pada masyarakat yang modern dan kompleks, pendapat 
seseorang atau sekelompok orang sangat beranekaragam yang 
disebabkan banyaknya kepentingan yang ada didalamnya. Oleh karena 
itu partai politik berfungsi untuk menampung dan menggabungkan 
berbagai pendapat dan aspirasi tersebut menjadi satu kebijakan umum. 
Proses penggabungan ini disebut “penggabungan kepentingan” (interest 
aggregation) 
4. Partai sebagai Sarana Pengatur Konflik 
Partai politik sebagai salah satu lembaga demokratis berfungsi 
untuk mengendalikan konflik melalui cara dialog dalam pihak-pihak 
yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan 
kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa persoalan 
ke Badan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan penyelasaian berupa 
keputusan poltik, diperlukan kesediaan berkompromi antara wakil 
rakyat yang berasal dari partai-partai politik. 
F. METODE PENELITIAN 
1. Jenis penelitian menurut metode 
Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan sebelumnya,  dalam 
penelitian ini penulis menitikberatkan pada metode penelitian deskriptif 
kualitatif, hal ini  mengingat peneliti bermaksud mendeskripsikan, mencatat 
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dan menginterpretasikan Respon Elite DPD II Partai GOLKAR Makassar 
terhadap dualisme Kepemimpinan DPP Pusat. 
2. Lokasi penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor DPD II Partai GOLKAR 
Makassar, Pemilihan lokasi ini didasarkan pada data dan informasi yang 
dibutuhkan, dapat  mudah diperoleh dan tidak membutuhkan biaya yang 
terlalu besar serta relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi obyek 
peneliti. 
3. Teknik Pengumpulan data 
a. Wawancara 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu 
melalui wawancara. Wawancara sering juga disebut interview, dan 
biasa juga dikatakan kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang 
dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh 
informasi dari terwawancara (interviewer)
25
. Dimana wawancara 
langsung dengan  Anggota  elite  Partai DPD II (Pengurus 
harian),Representatif Partai GOLKAR di DPRD Kota Makassar dan 
perwakilan basis massa Gabungan organisasi sayap kepemudaan 
Partai GOLKAR.  mengenai  indikator  dan  instrumen  penelitian  
yang  terkait  dengan Respon elite DPD II Partai GOLKAR Makassar 
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terhadap dualism Kepemimpinan DPP Pusat. Wawancara dilakukan 
dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun. 
Adapun Elit DPD II Partai GOLKAR Makassar yang menjadi 
informan peneliti adalah: 
1. Faroek M. Betta  Ketua DPRD Kota Makassar 
2. Irianto Ahmad  sekretaris DPDII Golkar Kota Makassar 
3. Syamsuddin Kadir wakil sekretaris Fraksi Golkar di DPRD Kota 
Makassar 
4. Andi Nurman  Bendahara Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota 
Makassar. 
5. Rahman Pina  wakil ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota 
Makassar 
6. Abdul Wahab Tahir  wakil sekretaris Fraksi Partai Golkar di 
DPRD Kota Makassar 
7. Saharuddin Said  wakil Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota 
Makassar 
8. Arief Wicaksono Pengamat Politik  Yang Menghadiri 
MUNASLUB Partai GOLKAR 2016 di Nusa dua Bali 
9. Andi Muh Iqbal Latief Buleng Ketua Gerakan Anti Korupsi 
(GERAK) Region 7 Makassar 
b. Observasi  
Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan 
menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, 
untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab 




 Dimana Teknik pengumpulan data melalui 
observasi dimaksudkan adalah untuk melakukan pengamatan tentang  
Respon Elite DPD II Partai GOLKAR Makassar Terhadap dualisme 
Kepemimpinan DPP Pusat.  
c. Dokumentasi 
Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
dokumen sebagai data pendukung dalam penelitian ini.Menurut 
Winarno Surachmat dokumen adalah, “Sebagai laporan tertulis dari 
suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran itu, 
ditulis dengan sengaja untuk meneruskan keterangan mengenai 
peristiwa tersebut. Sedang menurut Sanafiah Faisal, “ dokumen dalam 
penelitian ini dapat berupa semua jenis rekaman/catatan lainnya, 
seperti surat-surat, memo/nota, pidato-pidato, buku harian, foto-foto, 
kliping berita koran, hasil-hasil penelitian, dan agenda kegiatan.
4
 
Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan dokumentasi yang 
berhubungan dengan pokok masalah yaitu: 
1. Gambaran Umum DPD II GOLKAR Partai Makassar 
2. AD/ART DPD DPD II GOLKAR Partai Makassar 
3. Program umum hasil MUNAS VII 2004 di teruskan ke MUSDA 
VII-DPD II Golkar Makassar 
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4. program jangka panjang, dan program jangka pendek RAKERDA 
I tahun 2005-DPD II Golkar Makassar 
4. Jenis sumber data 
a. Data primer 
Data yang di peroleh dari hasil mewawawancarai ketua dengan  
Anggota  elite  Partai DPD II, Representatif Partai GOLKAR di DPRD 
Kota Makassar dan perwakilan basis massa Gabungan organisasi 
sayap kepemudaan Partai GOLKAR. Representatif Partai GOLKAR di         
DPRD kota Makassar dan petinggi-petinggi DPD Partai GOLKAR 
Makassar lainya yang mempunyai pengaruh, Data primer juga 
diperoleh  dari  pengamatan  atau  observasi  dan  pengalaman anggota 
DPD II Partai GOLKAR  lainya.  
b. Data sekunder 
Yaitu data yang diperoleh melalui study kepustakaan, study terhadap 
Teori, pendekatan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
tentang penyelesaian konflik kepartaian yaitu diantaranya: 
1. UU Parpol nomor 2 tahun 2008 Dokumen secretariat negara 
(Setneg) 




  BAB II  
DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 
Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum objek 
penelitian mengenai Partai Golkar dan DPD II GOLKAR Makassar pada 
saat“Konflik Dualisme Partai GOLKAR di DPP Pusat serta kondisi Partai GOLKAR 
setelah Pilkada serentak dan menjelang diadakan MUNASLUB dan pasca 
MUNASLUB Partai GOLKAR.  
A. Profil Kota Makassar  
Nama Makassar sudah disebutkan dalam pupuh 14/3 kitab Nagarakretagama 
karya Mpu Prapanca pada abad ke-14, sebagai salah satu daerah taklukkan Majapahit. 
Walaupun demikian, Raja Gowa ke-9 Tumaparisi Kallonna (1510-1546) diperkirakan 
adalah tokoh pertama yang benar-benar mengembangkan kota Makassar. Ia 
memindahkan pusat kerajaan dari pedalaman ke tepi pantai, mendirikan benteng di 
muara Sungai Jeneberang, serta mengangkat seorang syahbandar untuk mengatur 
perdagangan. Pada abad ke-16, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan 
di Indonesia Timur, sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. 
Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat, di mana 
seluruh pengunjung ke Makassar berhak melakukan perniagaan disana dan menolak 
upaya VOC (Belanda) untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut. Masjid di 
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Makassar (1910-1934). Selain itu, sikap yang toleran terhadap agama berarti bahwa 
meskipun Islam semakin menjadi agama yang utama di wilayah tersebut, pemeluk 
agama Kristen dan kepercayaan lainnya masih tetap dapat berdagang di Makassar. 
Hal ini menyebabkan Makassar menjadi pusat yang penting bagi orang-orang Melayu 
yang bekerja dalam perdagangan di kepulauan Maluku dan juga menjadi markas yang 
penting bagi pedagang-pedagang dari Eropa dan Arab.Semua keistimewaan ini tidak 
terlepas dari kebijaksanaan Raja Gowa-Tallo yang memerintah saat itu (Sultan 
Alauddin, Raja Gowa dan Sultan Awalul Islam, Raja Tallo).
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Kontrol penguasa Makassar semakin menurun seiring semakin kuatnya 
pengaruh Belanda di wilayah tersebut dan menguatnya politik monopoli perdagangan 
rempah-rempah yang diterapkan Belanda melalui VOC. Pada tahun 1669, Belanda, 
bersama dengan La Tenri Tatta Arung Palakka dan beberapa kerajaan sekutu Belanda 
Melakukan penyerangan terhadap kerajaan Islam Gowa-Tallo yang mereka anggap 
sebagai Batu Penghalang terbesar untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia 
timur. Setelah berperang habis-habisan mempertahankan kerajaan melawan beberapa 
koalisi kerajaan yang dipimpin oleh belanda, akhirnya Gowa-Tallo (Makassar) 
terdesak dan dengan terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya. 
Nama Ujung Pandang sendiri adalah nama sebuah kampung dalam wilayah 
kota Makassar. Bermula di dekat benteng ujung pandang sekarang ini, membujurlah 
suatu tanjung yang ditumbuhi rumpun-rumpun pandan. Sekarang tanjung ini tidak 
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ada lagi . nama Ujung Pandang mulai dikenal pada masa pemerintah Raja Gowa ke- 
X, Tunipallangga yang pada tahun 1545mendirikan benteng Ujung Pandang sebagai 
kelengkapan benteng-benteng kerajaan gowa yang sudah ada sebelumnya, antara lain 
barombong, somba opu, panakukang dan benteng-benteng kecil lainnya. Seiring 
perubahan dan pengembalian nama Makassar, maka nama Ujung Pandang kini 
tinggal kenangan dan selanjutnya semua elemen masyarakat kota mulai dari para 
budayawan, pemerintah serta masyarakat kemudian mengadakan penelusuran dan 
pengkajian sejarah makassar. Hasilnya peraturan daerah nomor 1 tahun 2000, 
menetapkan hari jadi kota Makassar, tanggal 9 november 1607. Dan untuk pertama 
kali hari jadi kota Makassar  ke 393, diperingati pada tanggal 9 november 2000.  
Makna lambang kota Makassar sendiri adalah  Pertama Perisai putih sebagai 
dasar melambangkan kesucian. Kedua Perahu yang kelima layarnya sedang 
terkembang melambangkan bahwa Kota Makassar sejak dahulu kala adalah salah satu 
pusat pelayaran di Indonesia. Ketiga Buah padi dan kelapa melambangkan 
kemakmuran. Keempat Benteng yang terbayang di belakang perisai melambangkan 
kejayaan Kota Makassar. Kelima Warna Merah Putih dan Jingga sepanjang tepi 
perisai melambangkan kesatuan dan kebesaran Bangsa Indonesia. Keenam Tulisan 
“Sekali Layar Terkembang, Pantang Biduk Surut Ke Pantai”, menunjukan semangat 
kepribadian yang pantang mundur.
28
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Kota Makassar sebagai Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan letaknya di ujung 
selatan Pulau Sulawesi. Wilayahnya merupakan wilayah pesisir dan bahkan mempunyai 
beberapa pulau dimana terdapat dua kelurahan yang bearada di pulau. Kota Makassar 
berbatasan dengan dua Kabupaten, yaitu sebelah utara dan timur adalah Kabupaten 
Maros. kemudian sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah selat 
Makassar. Letak astronomisnya antara 119°241738 Bujur Timur dan 5°8619 Lintang 
Selatan. Kota Makassar memiliki luas wilayah 175,77 km yang terbagi kedalam 14 
kecamatan dan 143 kelurahan. Selain memiliki wilayah daratan, kota makassar juga 




Adapun pulau-pulau di wilayahnya merupakan bagian dari dua kecamatan 
yaitu kecamatan ujung pandang dan ujung tanah. Pulau-pulau ini merupakan gugusan 
pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau sangkarang 
atau disebut juga pulau-pulau pabbiring atau lebih dikenal dengan nama kepulauan 
Spremonde. Pulau-pulau tersebut adalah pulau lanjukang ( terjauh ), pulau langkai, 
pulau lumu-lumu, pulau bone tambung, pulau kodingareng, pulau barrang lompo, 
pulau barrang caddi, pulau kodingareng keke, pulau samalona, pulau lae-lae, pulau 
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B. Sejarah Partai Golongan Karya 
Partai Golongan Karya (Partai GOLKAR), sebelumnya bernama Golongan 
Karya (GOLKAR) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber GOLKAR), 
adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai GOLKAR bermula dengan berdirinya 
Sekber GOLKAR pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 
1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia 
dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber GOLKAR berubah wujud 
menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu, dan 
selanjutnya setelah runtuhnya rezim Soeharto berubah wujud menjadi Partai 
GOLKAR.  
Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber GOLKAR ini 
kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok 
Induk Organisasi (KINO), yaitu: 
1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO) 
2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) 
3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) 
4. Organisasi Profesi 
5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM) 
6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI) 
7. Gerakan Pembangunan untuk menghadapi Pemilu 1971 
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Ke- 7 (tujuh) KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber GOLKAR 
tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut 
menjadi peserta Pemilu. 
Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden 
Soeharto, salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil sebagai 
pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru 
lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat 
dimungkinkan, karena pemerintahan Soeharto membangun partai dengan solidaritas 
yang tinggi dan membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan 
GOLKAR, seperti peraturan monoloyalitas PNS, yang merupakan kebijakan 
pemerintahan Orde Baru yang mewajibkan semua pegawai negeri sipil (PNS) untuk 
menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golongan Karya, dan sebagainya. 
Setelah pemerintahan orde baru Soeharto selesai dan reformasi bergulir, 
GOLKAR berubah wujud menjadi Partai GOLKAR, dan untuk pertama kalinya 
mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti 
sebelumnya pada masa pemerintahan Soeharto. Pada Pemilu 1999 yang 
diselenggarakan Presiden Habibie, perolehan suara Partai GOLKAR turun menjadi 
peringkat kedua setelah PDI-P.  Kemenangan tersebut merupakan prestasi tersendiri 
bagi Partai GOLKAR karena pada Pemilu Legislatif 1999, Partai Demokrasi 
Indonesia (PDI) Perjuangan mendominasi perolehan suara. Dalam Pemilu 1999, 
Partai GOLKAR menduduki peringkat kedua dengan perolehan 23.741.758 suara 
atau 22,44% dari suara sah. Sekilas Partai GOLKAR mendapat peningkatan 738.999 
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suara, tapi dari prosentase turun sebanyak 0,86%. Pada Fase Reformasi Partai 
GOLKAR hanya menjadi pemenang pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada 
tahun 2004 dengan meraih 24.480.757 suara atau 21,58% dari keseluruhan suara sah. 
Kemenangan tersebut merupakan prestasi bagi Partai GOLKAR. Selanjutnya hasil 
Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2009 Partai GOLKAR mendapat 107 kursi 
(19,2%), setelah mendapat sebanyak 15.037.757 suara (14,5%). Perolehan suara dan 
kursi menempatkannya pada posisi kedua dalam Pemilu ini. Kemudian hasil 
Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2014, Partai GOLKAR mendapat 91 kursi 
(16,3%) di DPR setelah mendapat sebanyak 18.432.312 (14,75%). Perolehan suara 
dan kursi menempatkannya pada posisi kedua dalam Pemilu ini.
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1.1 Tabel Nama-nama ketua Umum Partai Golkar dari tahun ke tahun 
NO NAMA-NAMA KETUA 
UMUM (DPP) PARTAI 
GOLKAR 
 
TAHUN MASA MENJABAT 
1 Djuhartono (1964-1969) 
2 Suprapto Sukowati (1969–1973) 
3 Amir Moertono (1973–1983) 
4 Sudharmono (1983–1988) 
5 Wahono (1988–1993) 
6 Harmoko (1993–1998) 
7 Akbar Tandjung (1998–2004) 
8 Jusuf Kalla (2004–2009) 
9 Aburizal Bakrie (2009–2016) 
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10 Setya Novanto (2016- Sekarang) 
Sumber: website Partai Golkar http://partaigolkar.or.id/golkar/sejarah-partai-golongan-
karya/ diakses 21-04-2016 pukul 22:30 
 
1. Tujuan dan fungsi Partai Golongan Karya 
Tujuan Partai GOLKAR pada dasarnya adalah sama dengan tujuan sejak 
kelahirannya, yaitu : 
1. Mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan 
UUD 1945. 
2. Mewujudkan Kedaulatan Rakyat dalam rangka mengembangkan 
kehidupan Demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi dan 
menghormati kebenaran, keadilan, hukum dan hak asasi manusia. 
Menciptakan masyarakat adil dan makmur merata material dan 
spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945. 
3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata, material dan 
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan 
kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati 
kebenaran, keadilan, hukum dan hak azasi manusia
32
 
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, tugas pokok 
Partai GOLKAR dalam memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek 
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kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, hukum 
serta pertahanan dan keamanan nasional guna mewujudkan cita-cita nasional. 
Partai GOLKAR berfungsi : 
1. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai 
cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material 
dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
2. Mempertahankan, mengembangkan, mengamalkan, dan membela 
Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan disegala 
bidang tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. 
3. Menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi 
rakyat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan 
kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan gender dalam segala 
aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
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2. Lambang dan tanda Gambar Partai 
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 Lambang Partai Golkar berupa pohon beringin yang dikelilingi untaian padi 
dan kapas dalam perisai segi lima, dengan pita bertuliskan GOLONGAN KARYA di 
bagian bawahnya. 
Arti Lambang dari Partai GOLKAR sebagai berikut : 
1. Pohon beringin bermakna melindungi yang berarti Partai GOLKAR member 
perlindungan bagi rakyat Indonesia. 
2. Padi dan kapas merupakan lambang kesejahteraan sosial untuk rakyat 
Indonesia. 
3. Perisai segi lima melambangkan ideologi partai, yakni Pancasila. 
4. Warna putih pada perisai bermakna kesucian. 
5. Warna dasar kuning bermakna kejayaan. 
6. 17 bunga kapas, 8 akar gantung pada beringin, dan 45 butir padi 
melambangkan hari kemerdekaan Indonesia, 17-8-45. 
3. Visi dan Misi Partai Golongan Karya 
Visi partai GOLKAR adalah partai golkar berjuang demi terwujudnya 
Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur, sejahtera dalam 
kehidupan masyarakat yang berakhlak baik , menjunjung tinggi hukum dan hak asasi 
manusia,cinta tanah air dan lingkungan serta demokratis dalam tatanan masyarakat. 
  Misi Partai GOLKAR adalah misi yang dikembangkan dalam perwujudan 
fungsinya selalu politik, yaitu: Mempertegas komitmen untuk menyerap, 
memadukan,mengartikulasikan,dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan 
rakyat, khususnya kelompok masyarakat yang berada pada posisi marginal yang 
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selama ini kurang mendapat perhatian dan acap kali menjadi korban pembangunan, 
sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik. Melakukan rekruitmen kader 
yang berkualitas melalui system prestasi dan mendapat dukungan rakyat untuk duduk 
dalam jabatan-jabatan politik di lembaga-lembaga permusyawaratan/ perwakilan dan 
pemerintahan. Jabatan politik tersebut diabdikan sepenuhnya untuk kepentingan dan 
kesejahteraan rakyat. Meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang 




4. Platform Partai Golongan Karya 
Platform adalah landasan setiap Partai berpijak dari mana dan ke arah mana 
arah perjuangan kita menuju. Platform ini membedakan Partai GOLKAR dengan 
organisasi kekuatan sosial politik atau partai politik lain. Platform yang merupakan 
sikap dasar GOLKAR ini merupakan kristalisasi dari pemahaman, pengalaman dan 
kesadaran historis GOLKAR dalam membangun bangsa di masa depan, adalah : 
1. GOLKAR berpijak pada landasan tegaknya Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pemahaman ini 
Golkar baru menolak gagasan negara federal dan setuju dilakukannya 
pengurangan terhadap kecenderungan sentralisme dalam pengelolaan negara 
dengan memberikan otonomi yang luas kepada daerah. 
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2. GOLKAR berwawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah satu cara 
pandang yang mengatasi paham golongan dan kelompok baik atas dasar suku, 
etnis, agama, bahasa , aliran maupun atas dasar kebudayaan. Dengan wawasan 
ini, maka semua potensi bangsa mendapat kesempatan yang sama untuk 
berkembang secara optimal, sehingga kelompok minoritas sekalipun akan 
merasa seperti berada di rumahnya sendiri. Potensi-potensi ini bahkan 
kemudian harus dihimpun sehingga menjadi kekuatan yang besar. 
3. GOLKAR adalah partai majemuk ( pluralis ). GOLKAR adalah partai yang 
menampung kemajemukan bangsa Indonesia. Bagi GOLKAR kemajemukan 
adalah anugerah Tuhan yang membentuk mozaik ke- Indonesia-an yang 
sangat indah dan mempesona yang berbuhul dalam semboyan “Bhinneka 
Tunggal Ika”. Komitmen ini akan dipertahankan oleh GOLKAR sepanjang 
masa, karena komitmen pada keterbukaan dan kemajemukan adalah 
merupakan komitmen pada keterbukaan dan kemajemukan adalah merupakan 
komitmen pada identitas ke-Indonesiaan. Dengan demikian maka GOLKAR 
tidak sependapat dengan pembelahan masyarakat ( social fragmentation ) 
berdasarkan sifat primordial dan sektarian. Dengan sikap yang non-aliran dan 
non-sektarian, GOLKAR mengembangkan perspektif fungsi sehingga 
pendekatan yang dilakukan adalah berorientasi pada program (program 
oriented) bukan berorientasi ideologi (ideology oriented). 
4. GOLKAR adalah partai yang komitmen pada demokrasi. Demokrasi yang 
hendak dibangun adalah “Demokrasi Indonesia”, yaitu demokrasi yang 
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dilandaskan pada prinsip dan nilai Pancasila. Golkar Baru menjunjung tinggi 
demokrasi dan kebebasan yang memperkokoh dan memperkukuh persatuan 
dan kesatuan bangsa Indonesia. 
5. GOLKAR adalah partai yang berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan 
rakyat sebagai upaya mewujudkan salah satu tujuan nasional. Peningkatan 
kesejahteraan itu diwujudkan antara lain dengan meningkatkan taraf hidup 
dan kecerdasan rakyat secara menyeluruh. Dengan sikap ini GOLKAR 
mempertegas keberpihakan pada rakyat. 
6. GOLKAR adalah partai yang komitmen pada penegakan hukum, keadilan dan 
hak-hak asasi manusia. Sebagai partai politik yang hidup di Negara yang 
berdasarkan hukum, maka GOLKAR senantiasa mengupayakan terwujudnya 
supremasi hukum di segala bidang. Komitmen ada penegakan hukum, 
keadilan, dan hak-hak asasi manusia ditempatkan sebagai pilar utama dalam 
rangka mewujudkan pemerintahan dan tata kehidupan bernegara yang 
demokratis, konstitusional dan berdasarkan hukum. 
7. GOLKAR adalah partai yang senantiasa mendasarkan gerak langkahnya pada 
nilai-nilai etika dan moralitas berdasarkan ajaran agama . Etika dan moralitas 
adalah saripati agama dan buah dari keberagaman itu sendiri. Dengan 
komitmen ini GOLKAR menempatkan keimanan dan ketakwaan sebagai 
salah satu asas pembangunan. Dalam persepsi yang demikian maka agama 
menempati kedudukan yang sangat penting karena agama memiliki fungsi 
motivatif, inspiratif, dan sublimatif. 
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8. GOLKAR adalah Partai yang dalam setiap gerak langkahnya senantiasa 
berpijak pada wawasan pembaharuan dan pembangunan yang telah menjadi 
sikap dasar GOLKAR sejak kelahirannya, bahkan menjadi salah satu butir 
dari nilai-nilai dasar GOLKAR seperti tercantum dalam Ikrar Panca Bhakti 
Golongan Karya “GOLKAR adalah pelopor Pembaharuan dan 
Pembangunan”. Sikap dasar ini membawa GOLKAR senantiasa mendorong 
gerakan reformasi secara menyeluruh yang dilangsungkan secara gradual , 
inkremental, dan konstitusional. 
C. Gambaran Umum DPD II Partai Golkar Makassar 
   DPD II Partai GOLKAR Makassar terletak di jalan LasinrangNo. 49 letaknya 
strategis di ibu Kota dan menempati gedung berlantai tiga sebagai tempat aktivitas 
sehari-hari partai golkar. GOLKAR berwawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan 
adalah satu cara pandang yang mengatasi paham golongan dan kelompok baik atas 
dasar suku, etnis, agama, bahasa , aliran maupun atas dasar kebudayaan. 
Sudah menjadi tugas dan keawajiban setiap Bidang di DPD-II Partai 
GOLKAR Kota Makassar, guna menyampaikan LPJ dimasa akhir jabatan dalam 
forum MUSDA VIII Partai GOLKAR Kota Makassar. LPJ juga sebagai rekaman 
peristiwa Bidang organisasi sayap DPD-II, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan 
sesuai dengan program yang telah dicanangkan sebelumnya. Dengan melaksanakan 
bebagai kegiatan tersebut, maka Bidang KPPG dan organisasi sayap lainya 
merupakan salah satu bersama bidang yang ada di DPD-II yang aktif dalam periode 
2004-2009. 
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Program kerja beberapa Bidang DPD-II Partai GOLKAR Kota Makassar, 
tetap mengacu pada hasil-hasil MUSDA VII, yang pada garis besarnya difokuskan 
pada tiga program umum sebagaimana dihasilkan dalam MUNAS VII 2004
35
, yaitu; 
1. Sukses konsolidasi 
2. Sukses Reformasi pembangunan 
3. Sukses PILKADA dan Pemilu 
Program kerja beberapa Bidang dihasilkan dalam RAKERDA I tahun 2005 
disusun berdasarkan alokasi waktu yang terbagi dalam program jangka panjang, dan 
program jangka pendek. Dimana program tersebut mengacu pada pilar program DPD-
II yang dihasilkan di RAKERDA I
36
 yaitu; 
1. Sukses Konsolidasi Yang meliputi pemantapan Kelembagaan 
2. Sukses pemantapan pembangunan Jaringan 
3. Sukses partisipasi pembangunan kota makassar 
4. Sukses PILKADA dan Pemilu 2009 
1.4 Tabel Struktur Pengurus Partai Golkar Kota Makassar 2014-2019  
 
NO NAMA JABATAN 
1 
Drs.H.Supomo Guntur, MM Ketua 
2 
IR.H.Haris Yasin Limpo.MM                Ketua Harian 
3 
DRS. H.A. Hasir, HS.M.IKOM                Wakil Ketua 
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IR.HM. Irianto Ahmad, MM                  Sekretaris 
5 
Iskandar Agung SDL 
            Wakil Sekretaris 
6 
IR.A. Nurman  M, MSI                  Bendahara 
7 
DRA. Bernadeth Anastasya            Wakil Bendahara 
8 
Hilman Jaya             Bag.Organisasi 
9 
DRS. Tahir Rahman,S.sos,MH                   Bag.KK 
10 
H.Syamsul                   BAG.KK 
11 
Iswandi         Bag.Pengabdian Mas 
12 
Muh. Idham , SH         Bag.Hukum & HAM 
13 
Sakari Kamal                Bagian T&N 
14 
DRS. Ahmir Hasan Saleh Bagian Tenaker,KOP UKM 
15 
IsmailAristo Sultan, S.Pd              Bagian Pemos 
16 
Ahmad Manarai, SE              Bagian Diklat 
17 
A.Lely Riska, SE           Bagian Perempuan 
18 
Muhajir S.FIL, M.FIL           Bagian Keajamaan 
19 
Bahtiar Mappakaya             Bagian Infokom 
20 
A.Halim,SE              Bagian Litbang 
21 
DRS.Muh. Kadir Karno           Bagian Pem.Daerah 
22 
Asta SE           Bagian  Ling.Hidup 
23 
IR.Edhyono Tahalele           Bagian  KER. Ormas 
Sumber: DPD II Golkar Kota Makassar 
Partai GOLKAR di Peta perpolitikan di Kota Makassar masih cukup disegani 
oleh partai lain. Di DPRD Kota Makassar sendiri Partai Golongan Karya memiliki 8 
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kursi Dari 45 kursi yang ada di DPRD. Meskipun ada penurunan jumlah kursi dimana 
pada periode 2009-2014 Partai GOLKAR memiliki 16 kursi. Namun pada periode 
2014-2019 Partai GOLKAR Golkar menempatkan berbagai Kadernya di posisi yang 
strategis, dimana jabatan Ketua DPRD Kota Makassar di tempati oleh Faroek M. 
Betta yang merupakan kader Partai GOLKAR. 
1.5 Tabel Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Makassar 2014-2019  
NO NAMA  JABATAN 
1 
Ir. Faroek M. Betta Penasehat 
2 DRS. H.A. Hasir, 
HS.M.IKOM 
    Ketua 
3 
Rahman Pina, SIP           Wakil Ketua 
4 
Abdul Wahab Tahir, SH Sekretaris 
5 
H. Syamsuddin Kadir,SE        Wakil Sekretaris 
6 
IR.A. Nurman  M, MSI Bendahara 
7 
Saharuddin Said, SE         Wakil Bendahara 
8 
Melani Mustari, SE Juru bicara 
Sumber: DPRD Kota Makassar 
D. Konflik Dualisme Partai Golkar 
Konflik dualism partai GOLKAR bermula pada saat sikap Partai yang berada 
di poros koalisi merah putih (KMP) bersama partai Gerindra, PKS, PAN, dan PPP 
sebagai check and Balance pemerintah tidak di dukung sepenuhnya oleh seluruh 
kader partai GOLKAR, GOLKAR yang biasanya selalu menjadi partai pendukung 
pemerintah mengambil langkah yang tidak biasa menjadi oposisi dan berusaha 
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kembali membangun kekuatan. Partai GOLKAR yang berada di poros koalisi merah 
putih (KMP) bersama partai Gerindra, PKS, PAN, dan PPP dan Untuk menatap 
pemilu selanjutnya. Dengan berkompromi dengan koalisi koalisi merah putih (KMP) 
Partai GOLKAR yang tidak serta merta diinginkan seluruh kader partainya membuat 
banyak protes dari berbagai kader, ditambah lagi dengan majunya Aburizal bakrie 
calon sebagai ketua umum pada Musyawarah Nasional (Munas) di Bali ditandai 
dengan terpilihnya Aburizal bakrie secara aklamasi. Hal ini membuat kader yang 
tidak puas dengan berbagai keputusan Aburizal bakrie selama menjabat sebagai ketua 
umum, dan kembali maju menjadi ketua umum untuk periode selanjutnya.
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Agung Laksono yang merupakan representase kader yang tidak setuju dengan 
beberapa sikap partai yang diambil oleh Aburizal Bakrie dan menolak munas Bali 
dianggap sebagai suatu kepengurusan yang sah, sehingga membuat munas tandingan 
di Jakarta atau yang di kenal dengan munas ancol. Agung Laksono sendiri sudah 
berjanji akan keluar dari koalisi merah putih (KMP) dan bergabung mendukung 
koalisi indonesia hebat (KIH). Munas Jakarta menurut Agung lanksono yang juga 
selaku ketuanya mengatakan, MUNAS ancol merupakan mandataris dari berbagai 
kader DPD I dan DPD II yang kecewa dan tidak setuju dengan munas Bali yang tidak 
berjalan demokratis karena adanya setting agenda sehingga membuat MUNAS 
tersebut secara aklamasi memilih Aburizal Bakrie sebagai ketua umum. 
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konflik dualism kepemimpinan Partai GOLKAR semakin memanas setelah 
saling klaim yang memiliki legalitas yang sah melalui jalur Hukum. Dimulai dari 
keputusan mahkamah partai yang mengesahkan kepengurusan MUNAS Ancol yang 
di ketuai oleh Agung Laksono dan mendapat pengesahan dari Menkumham. Kubu 
Aburizal Bakrie yang tidak puas tersebut menempuh jalur hukum melalui 
Pengadilan tata usaha Negara (PTUN) dan permohonan kubu  Aburizal Bakrie 
dikabulkan dimana putusan Pengadilan PTUN membatalkan Surat keputusan 
Menkumham yang mengesahkan kubu Agung Laksono dan mengembalikan 
kepengurusan pada munas riau pada tahun 2009. Sampai pada banding kubu Agung 
laksono dan Kenkumham ke PT TUN, dan kembali pula kubu  Aburizal Bakrie yang 
melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) di mana MA mengeluarkan putusan 
yang bersifat inakrach atau bersifat hukum tetap menguatkan kembali putusan 
PTUN yang mengembalikan kepengurusan yang sah pada munas Riau 2009 
sehingga tidak ada pilihan lain yang diikuti menkumham selain di ikut mengesahkan 
kembali Surat Keputusan (SK) Menkumham Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 
2012, tanggal 4 September 2012, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Komposisi 
dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Parta Golongan Karya (Golkar) Masa 
Bakti 2009-2015. Hal ini tertuang dalam SK Menkumham Nomor M.HH-
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1. Partai Golkar setelah pilkada serentak 2015 
Partai GOLKAR pasca pilkada serentak mengalami kekalahan yang 
signifikan. Partai yang sebelumnya peraih suara terbanyak kedua dalam ajang pemilu 
legislatif pada 2014 itu hanya mampu meraih kemenangan di 49 wilayah. hasil 
pilkada serentak 9 desember 2015 lalu di 269 daerah adalah PDIP 105 daerah, 
Gerindra 87 daerah, Nasdem, 85 daerah, PAN 80 daerah, PKS 75 daerah, Demokrat 
68 daerah, PKB 65 daerah, Hanura, GOLKAR 49 daerah, PBB 32 daerah, PKPI 31 
daerah, PPP 28 daerah.
40
  
Pada pilkada Serentak lalu Hanya 116 Pasangan calon  yang di usung partai 
Golkar, hasil yang diraih Golkar di posisi empat terbawah dengan hanya menang di 
49 daerah. Golkar hanya unggul dari tiga partai lain, yaitu PPP, PKPI, dan PBB.  
banyak kader partai GOLKAR yang bagus dan potensial memilih kendaraan politik 
lain atau melalui jalur independen maupun diusung oleh partai lain. Yang membuat 
kader GOLKAR untuk sementara meminjam partai politik lain sebagai kendaraan 
dikarenakan GOLKAR terlambat dalam melakukan konsolidasi karena baru 
dinyatakan dapat mengukuti pilkada pada Juli 2015 setelah PKPU Nomor 9/2015 
tentang Pencalonan direvisi. Keterlambatan itu pula yang membuat partai lain enggan 
melirik Golkar untuk berkoalisi.  
Sebagaimana peraturan KPU nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan 
Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan 
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Wakil Walikota. PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan kepala daerah. Di 
dalam Pasal 34 ayat 1 PKPU tersebut disebutkan, KPU berkoordinasi dengan Menteri 
untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan 
Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon. selanjutnya di 
dalam  ayat 2, Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan salinan 
keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat 
kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU. Ayat 3 KPU meminta salinan 
keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota 
kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan 
Calon. Ayat 4 Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan 
kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada KPU 
sesuai dengan permintaan KPU. Ayat 5 KPU menyampaikan salinan keputusan 
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan salinan keputusan Pimpinan Partai 
Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPU Provinsi/KIP 
Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon. 
Selanjutnya Ayat 6 Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat 
kabupaten/kota tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU 
Provinsi/KIP Aceh meminta kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota 
kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan 
Calon. Dan ayat (7) Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan 
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2. Konsolidasi dukungan pada MUNASLUB GOLKAR 2016 
 Setelah adanya keinginan untuk menggelar MUNASLUB sebagai solusi 
terbaik atas dualisme membuat setiap kader Partai GOLKAR menyatakan untuk maju 
sebagai calon Ketua umum. Keinginan DPD I dan DPD II Partai GOLKAR mencari 
dan figure yang tepat dalam memimpin Partai GOLKAR lima tahun kedepan yakni 
periode 2016-2021, juga bisa mengembalikan marwah partai dan menjaga solidaritas 
partai untuk mempersiapkan pada pilkada serentak selanjutnya yang diadakan pada 
bulan februari tahun 2017. Ada 7 nama yang maju sebagai calon ketua umum pada 
Musyawarahn Luar biasa (munaslub) yang akan digelar pada 27 mei 2016 lalu dari 
beberapa nama yang sebelumnya mendeklarasikan dirinya maju sangat intens 
melakukan safari politik ke beberapa DPD I dan DPD II untuk mendapatkan suara 
pada musyawarah Luar biasa. salinan PKPU Nomor 9 Tahun 2015  
 Beberapa nama kader partai GOLKAR bakal calon yang akan maju 
diantaranya adalah Aziz syamsuddin Ade Komaruddin,Priyo Budi Santoso, Setya 
Novanto,Airlangga Hartanto, Indra Bambang Utoyo dan Sahrul yasin Limpo. Semua 
kader tersebut akan bersaing secara kompetitif pada Musyawarah nasional luar biasa. 
Para kandidat ini sudah melakukan safari politik ke berbagai daerah. Setidaknya ada 
560 suara yang akan diperebutkan untuk para kandidat calon ketua umum Partai 
GOLKAR,dengan syarat untuk pengajuan menjadi calon ketua umum, yaitu sebanyak 
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30 persen dari jumlah 400  DPD II dan 34 jumlah DPD I para kandidat berusaha 
menghimpun dukungan dari DPD II ini sebagai salah satu dukungan mayoritas di 
Munaslub. Hal ini karena mayoritas dari total 560 suara di Munaslub menjadi milik 
DPD II. 
E. DPD II Golkar Makassar pada saat konflik Dualisme 
Pada saat konflik dualism terjadi di DPP Pusat sikap DPD II GOLKAR 
Makassar dan DPD II GOLKAR kabupaten/kota lainya di Sul-sel menggelar apel 
siaga atas intruksi DPD I Partai GOLKAR Sul-sel pada 25 april 2015 lalu. Tujuan 
digelarnya apel siaga tersebut untuk memberikan gambaran mengenai penyatuan 
semangat dan komitmen seluruh kader menjaga solidartas DPD I dan DPD II Partai 
GOLKAR kabupaten/kota lainya di Sul-sel. Himbauan ketua DPD I Partai GOLKAR 
sulsel kepada para kader DPD II agar menjaga solidaritas dalam mempersiapkan 
Pilkada Serentak di 11 kabupaten di sulsel sekaligus menyatakan bahwa tidak 
memihak kepada salah satu kubu yang berkonflik di DPP Pusat. Namun seperti yang 
diketahui bahwa dari 11 kabupaten di sulsel hanya satu kabupaten saja Partai Golkar 
menang yaitu di kabupaten soppeng.  
Pada saat konflik yang masih berlangsung masih menunggu keputusan 
inakrach mengenai legalitas kepengurusan, ada beragam sikap yang di tunjukkan 
setiap DPD I dan II terhdap salah satu Kubu. Berbeda halnya  Dalam menyikapi 
konflik dualism kepemimpinan di DPP Pusat, DPD II Partai GOLKAR Makassar 
memperingati hari ulang tahun Partai Golkar yang ke 51, Hari ulang tahun partai 
GOLKAR yang seharusnya diharapkan semakin menambah solidaritas elite dan 
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seluruh kader di tingkat DPP  yang menjadi sentralitas DPD I dan DPD II tidak sesuai 
harapan dan kenyataan yang diinginkan seluruh kader. sebagaimana harapan kader 
partai pada umumnya agar berakhirnya konflik dualism kepemimpinan di DPP Pusat, 
membuat DPD II Partai GOLKAR Makassar dalam memperingati Hari jadi Partai 
GOLKAR dengan melakukan kegiatan gerak jalan dan silaturahmi kepada para 
tokoh-tokoh partai GOLKAR yang ada di kota Makassar sebagai pendahulu 
sebelumnya. 
1. Dukungan DPD II partai Golkar untuk SYL Pada Munaslub 2016 
Majunya Syahrul Yasin Limpo Pada munaslub membuat seluruh kader Golkar 
di Sulawesi selatan memberikan Dukungan, meskipun ada isu yang mengenai tidak 
solidnya DPD II Kabupaten/kota di Sulawesi selatan dalam memberikan dukungan 
pada MUNASLUB 27 mei 2016 mendatang membuat wakil DPD I  GOLKAR sulsel 
M Roem mengeluarkan pernyataan bahwa DPD II Kabupaten/kota di Sulawesi 
selatan yang tidak memberikan dukungan terhadap Syahrul Yasin Limpo akan 
mendapatkan sanksi tegas. Setelah isu tersebut semakin menguat masing-masing 
DPD II di sulsel sudah menyatakan siap dan menyatakan loyalitasnya untuk 
mendukung Syahrul Yasin Limpo di MUNASLUB. 
 DPD II Partai GOLKAR Makassar yang sudah dipastikan sangat militan 
dalam mendukung SYL untuk maju di munaslub setelah ketua DPD II Partai 
GOLKAR Makassar Faroek M Betta ditunjuk sebagai salah satu Tim pemenangan 
Sahrul Yasin Limpo Dalam deklarasinya. Setelah menggelar  silaturahmi bersama 
DPD I dan DPD II se-Indonesia di Hotel novotel. tim pemenangan Sahrul Yasin 
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Limpo mengatakan untuk maju di Munaslub Ada sekitar 240 DPD I dan DPD II yang 
hadir dalam acara silaturahmi dan konsolidasi itu. Antara lain dari Provinsi Aceh, 
Sumatera, Maluku, Papua, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, 
Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan sejumlah kader Partai GOLKAR dari 
wilayah Sulawesi. 
Namun yang menarik dalam acara silaturahmi dan konsolidasi tersebut adalah 
hadirnya Agumg laksono dan menyatakan dukunganya terhadap Syahrul untuk maju 
menjadi salah satu kandidat calon ketua umum pada MUNASLUB.  sehingga 
menjadi isu menarik yang perlu diamati apakah DPD I Partai GOLKAR sul-sel 
memang serius untuk berkompromi dengan kubu agung laksono dalam menggalang 
dukungan untuk Sahrul Yasin Limpo. dan apakah seluruh elite GOLKAR di DPD II 
sul-sel setuju dengan hal tersebut tanpa terkecuali Elite DPD II Partai GOLKAR 
Makassar yang sudah memastikan komitmen mendukung serta akan berkontribusi 
dalam memenangkan Syahrul Yasin Limpo pada Musyawarah Nasional Luar Biasa. 
Elite yang menjadi objek penelitian terbagi atas tiga klasifikasi dalam 
kelembagaan DPD II Partai GOLKAR Makassar yaitu : 
Pertama Elite Representatih yaitu elite yang mewakili DPD II Partai GOLKAR 
Makassar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus konstituen masyarakat di 
daerah pemilihanya 
Kedua Elite Pengusaha ialah elite yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha 
dan sedang ataupun tidak menjabat di pemerintahan 
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Ketiga Elite Struktur Pengurus Harian yaitu elite yang menempati jabatan strategis di 
dalam struktur kepengurusan DPD II GOLKAR Makassar 
Wright C. Mills. Mills mengungkapkan bahwa sebuah entitas disebut elit 
apabila entitas tersebut menduduki atau menjabat sebagai pemimpin puncak dari 
sebuah organisasi. Hal ini dikembangkan Mills dari penelitiannya menunjukkan 
bahwa meskipun dilakukan pemilihan umum yang demokratis, ternyata kelompok elit 
penguasa selalu datang dari kelompok yang sama. Kelompok ini merupakan 
kelompok elit di daerah tersebut, menguasai jabatan negara, jabatan militer dan 
posisi-posisi kunci perekonomian. 
Analisis yang disampaikan oleh Robert Putnam dimana suatu individu atau 
kelompok dapat dipandang sebagai elit apabila: 
 pertama. Individu atau kelompok tersebut menduduki posisi puncak dalam suatu 
organisasi.  
kedua. Individu atau kelompok tersebut memiliki pengaruh dan reputasi besar dalam 
organisasi dibanding orang lain. 
ketiga. Individu atau kelompok tersebut memiliki kontribusi besar dalam 
pengambilan keputusan dalam organisasi.  
keempat Individu atau kelompok tersebut memiliki kemampuan personal yang lebih 
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BAB III 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Di bab ini penulis membahas tentang hasil penelitian yang di dapatkan 
dilapangan mengenai elite GOLKAR Makassar yang memiliki kecenderungan 
memihak terhadap kubu yang berkonflik di DPP Pusat yaitu kubu Aburizal Backrie  
dan kubu Agung Laksono. dibagian ini akan diuraikan mengenai respon elite Golkar 
Makassar putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA). 
Kemudian di bab ini juga akan membahas mengenai respon elite GOLKAR Makassar 
setelah diadakanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) serta pada saat 
MUNASLUB. 
A. Kecenderungan dukungan Elite GOLKAR Makassar terhadap dualisme 
kepemimpinan 
Dalam merespon konflik di DPP Pusat antara Aburizal Backrie dan Agung 
Laksono  Elite GOLKAR Makassar memiliki pandangan berbeda dalam menyikapi 
konflik tersebut ada yang memiliki kecenderungan memihak terhadap Aburizal 
Backrie dan ada yang memiliki kecenderungan memihak kepada Kubu Agung 
Laksono kemudian adapula yang diplomatis memberikan pernyataan terhadap 
kedua kubu yang berkonflik tersebut. Dalam penelitian pada umumnya tidak hanya 
perilaku dan kegiatan manusia, melainkan juga orientasinya terhadap kegiatan 
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 Ada beberapa hal yang mempengaruhi sikap elite GOLKAR Makassar 
terhadap kedua kubu yang berkonflik pertama adalah keharusan Elite GOLKAR 
Makassar mematuhi keputusan DPD II Partai Golkar secara kelembagaan meskipun 
Elite GOLKAR Makassar tidak seragam dalam merespon Konflik dualism di DPP 
Pusat. Kedua adanya pengaruh DPD I Golkar Sulawesi selatan yang menjadi induk 
desentralitas daerah yang Harus dipatuhi DPD II kabupaten/Kota se Sulawesi 
selatan dalam hal ini pengaruh Sahrul Yasin Limpo sebagai penentu sikap Elite 
local. peran elite dalam hal pengambilan keputusan maupun kebijakan menjadi 
salah satu faktor paling penting bagaimana hal tersebut akan diambil dan berjalan. 
Dari sini, seperti inilah yang kemudian diikuti pada kalangan elite yang berada pada 
kasta dibawah.karena ketokohan elite tersebut yang menjadi penentu kenapa 
kemudian politik elite tersebut berjalan dan diikuti elite daerah ( kita sebut 
demikian guna memudahkan dalam hal penyebutan elite yang berada pada posisi 
lokal ) karena elite yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi tersebut memiliki 
pengaruh serta kharisma yang kuat
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Pembahasan perilaku bisa saja terbatas pada perilaku perorangan saja, tetapi 
dapat juga mencakup kesatuan-kesatuan yang lebih besar seperti organisasi 
kemasyarakatan, kelompok elite, gerakan nasional, atau suatu masyarakat politik 
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 Sebagaimana Pareto membedakan masyarakat menjadi dua kelas, sama 
dengan Mosca. Pareto membagi dalam Lapisan Atas, yaitu elite yang masih terbagi 
atas elite yang memerintah dan elite yang tidak memerintah governing and non 
governing elite mosca mengenalkan konsep “sub-elite„ yang merupakan kelas 
menengah ini dapat di interpretasikan sebagai elit lokal dan dianggapnya sebagai 
elemen vital dalam membangun kekuatan politik mengatur masyarakat Menurutnya 
stabilitas politik ditentukan oleh lapisan kelompok menengah ini, terbelahnya 
dukungan elite merupakan upaya yang dilakukan governing elites atau elit yang 
memerintah sehingga tercipta berbagai kecenderungan.
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1. Elite yang cenderung koperatif ke Aburizal Backrie 
Dari hasil wawancara dengan Syamsuddin Kadir, yang mengatakan bahwa: 
“… Menurut sepengetahuan saya  yg dimana kehadiran DPD II Golkar Makassar 
pada munas Bali. Dimana sebagai peserta hanya ketua dan sekretaris, bahwa 
sebenarnya Munas bali sudah sesuai AD/ART  dan di hadiri seluruh dpd I dan Dpd II 
seluruh Indonesia, dan terkait adanya DPD I dan DPD II yang mengatakan tidak legal 
itu versi mereka, dan terserah kacamata mereka melihat hasil munas di bali tidak sah 
seperti yg dikatakan kubu Agung Laksono Dan yg memikiki legalitas bisa kita lihat 
pada putusan terakhir MA dimana kubu yang sah Adalah Munas Bali,kedua Kubu 
sepakat dan kedua melakukan Munaslub dan secara kekuatan hukum munas bali lah 
yang memiliki legalitas. Golkar sendiri tidak pernah menjadi oposisi, dan sikap golkar 
yang di Koalisi Merah Putih (KMP) kemarin hanya bentuk ketidaksamaan pandangan 
pada saat itu atau bentuk kritik kepada pemerintah yang tidak pro dengan masyarakat.  
sikap kita di Daerah dalam hal ini DPD II Golkar Makassar mengacu kepada DPD I 
sebagai bentuk loyalitas DPD II golkar Makassar kepada DPD I dalam hal ini Sahrul 
Yasin Limpo. konsolidasi  yang dilakukan Sahrul Yasin Limpo sebagai  bentuk 
menggalang dukungan  dan dmana yang dihadiri  Agung Laksono  kapasitasnya hanya 
sebagai ketua kosgoro dimana kebanyakan pengurus golkar  adalah dari kosgoro dan 
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baiknya kubu Abu Rizal Bakrie  mempunyai inisiatif merangkul kubu Agung 
Laksono.‟‟47 
Berdasarkan dari kutipan wawancara di atas dapat kita pahami bahwa elit GOLKAR 
Makassar Syamsuddin kadir memiliki kecenderungan memihak kubu Aburizal Bakrie 
dengan respon beliau menghadiri munas tersebut di Bali dan sesuai dengan AD/ART 
Partai GOLKAR. Apa yang diungkapkan oleh elit di atas, senada juga dengan yang 
diungkapkan oleh Irianto Ahmad Sekretaris DPD II GOLKAR Makassar. 
“…Yang paling memiliki legalitas sesuai dengan AD/ART adalah munas bali 
dimana sesuai dengan mekanisme  AD/ART yang memiliki hak suara semua 
dari DPD I dan II pada munas bali adalah hasil musyda sesua mekanisme ad 
art, dimana sesuai ad art sebelum munas 30%  dari DPD I untuk menyetujui 
munas itu, dimana munas bali bisa dikatakan 100 %. Dan kalau munas versi 
Agung Laksono menurut saya perlu di kroscek apakah 30% yang memberikan 
dukungan dari DPD I  ke kubu agung laksono di ancol, dan apakah itu hasil 
musda? sebelum munas juga seharusnya setiap calon mendapat dukungan 
minimal 30 % dari DPD II.  jadi kubu agung adalah hasil penunjukan bukan 
hasil musda..mungkin ia mengatakan mencukupi dukungan tersebut tetapi ketua 
hasil penunjukan. sikap golkar kemarin adalah tidak sebagai oposisi meskipun 
tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) golkar menjadi garda terdepan 
mengkritik pemerintah yg programnya tidak pro rakyat, jadi hanya sebagai 
pengontrol pemerintah, adapun perubahan dukungan Karena pola program 
pemerintah yang pro dengan masyarakat seperti dukungan kepada petani yang 
dimana indonesia sebagai Negara agraris, dan Kartu Indonesia sejahterah 
(KIS) untuk kesejahteraan. Secara organisasi pasti ada berbagai pandangan 
bagi setiap elite tetapi kalau pandangan organisasi harus seragam mengacu 
pada AD/ART dan aturan organisasi maupun hasil hasil putusan baik 
Rapimnas, rapimda, maupun rakerda, dan itu mutlak harus dipatuhi.”48     
 
Mendegar respon beliau di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya 
kedua Responden masuk dalam kategori Elite yang cenderung Koperatif terhadap 
                                                          
47
 Syamsuddin Kadir wakil sekretaris Fraksi Golkar di DPRD Kota Makassar. senin 4 April 
2016. Di kantor DPRD Kota Makassar 
48
 Irianto Ahmad  sekretaris DPDII Golkar Kota Makassar. Kamis 7 April 2016. Di kantor 
PD Parkir Makassar. 
63 
kubu Aburizal Bakrie dengan argument kedua responden yang mengatakan bahwa 
secara mekanisme yang sesuai dengan AD/ART Munas Bali yang memiliki legalitas 
dan dianggap sah. Sebagaimana Dalam analisisnya Dahrendorf menganggap bahwa 
pertentangan kelompok mungkin paling mudah di analisis bila dilihat sebagai 
pertentangan mengenai ligitimasi hubungan-hubungan kekuasaan. Dan kedua 
responden juga memberikan pernyataan pembelaan bahwa sikap partai GOLKAR 
dibawah kepemimpinan Aburizal Backrie yang bergabung dengan Koalisi Merah 
Putih bukan suatu sikap yang Oposisi tetapi hanya pengontrol pemerintah dan 
perubahan dukungan ke pemerintah merupakan bentuk dukungan yang mengarah 
kepada sudah banyank program pemerintah yang pro ke masyarakat sebagaimana 
keinginan partai GOLKAR.   
2. Elite yang cenderung koperatif ke Agung Laksono 
Dari hasil wawancara dengan Andi Nurman, yang mengatakan bahwa: 
...”Sebelum adanya suatu putusan yang inkrach yang mengikat dikeluarkan 
oleh Mahkamah Agung munas ancol merupakan Munas yang Benar tetapi 
karena sudah keluarnya putusanyang menyatakan bahwa kembali ke munas 
riau dan munas apa boleh buat, kita semua harus mengikuti putusan tersebut, 
tetapi sebenarnya itu masih bisah legal kalau masih ada upaya hukum lanjutan 
seperti peninjauan kembali. Jadi kalau saya megatakan dan melihat sebelum 
adanya putusan yang telah keluar kedua Munas tersebut  tidak bisa dikatakan 
munas Abal-abal. karena tidak mungkin munaslub abal-abal tetapi digugat oleh 
kubu Aburizal Bakrie, logikanya seperti itu. Karna Aburizal menggugat berarti 
ia mengakui hal tersebut, seandainya Aburizal merasa tidak perlu gugatan 
berarti dia tidak mengakui dan menganggap munas ancol sebagai suatu 
ancaman, jadi seperti itu. Jadi keluarnya putusan final terakhir MA yang final 
kita kembali pada putusan tersebut. adanya isu tidak solidnya DPD II se 
Kabupaten/kota sehingga adanya statmen politik pak Roem sebagai wakil DPD 
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I Sulsel ingin memberikan sanksi kepada DPD II yang tidak mendukung Sahrul 
Yasin Limpo. memang tidak ada aturan yang mengatakan majunya ketua DPD I 
sebagai caketum Golkar pada munaslub wajib di ikuti DPD II se-kab/kota itu 
tidak ada, jadi statmen pak roem itu statmen politis dan suatu hal yang wajar-
wajar  saja dan karenanya kan tidak ada paksaan. jadi DPD kab/kota  Siapa 
saja  yang merasa “care” dengan mereka untuk memilih ketua umum sesuai 
dengan visi misi ketua umumnya, tetapi wajar kalau pak Sahrul Yasin Limpo itu 
meminta seluruh ketua DPD II se sulsel untuk mendukung beliau, tidak salah 
juga itu, dan tidak memaksa dan itu tidak ada dalam AD ART. Dan namanya 
kan satu kesatuan jadi wajar kalau DPD I meminta DPD II untuk 
menyelaraskan dukungan. Masalah penentuan pasangan calon di di tentukan 
DPP sangat pada saat itu menjadi  penyebab kekalahan golkar di pilkada 
serentak, dan harapan setiap DPD di daerah bisa mendapat juga kewenangan 
untuk merekomendasikan calon untuk maju, dan sangat tergantung pada 
munaslub ini. Kalau misalnya ada DPD II yang tidak menginginkan hal 
tersebut ini patut dipertanyakan dan bisa cernah ada apa?, bisa jadi ada 
tekanan atau pemaksaan,. Masa kewenangan yang terpusat di berikan 
kewenangan otonom ke daerah kab kota di sia-siakan!! Masa sesuatu yang 
bagus diberikan lantas di menolak, berarti perlu di telusuri DPD yang tdk 
menghendaki itu.‟‟49 
 
Berdasarkan dari kutipan wawancara di atas dapat kita pahami bahwa elit GOLKAR 
Makassar Andi Nurman memiliki kecenderungan memihak kubu Agung Laksono 
dengan merespon Munas kubu Agung Laksono merupakan Munas yang benar dan 
memiliki keabsahan. Apa yang diungkapkan oleh elit di atas, senada juga dengan 
yang diungkapkan Faroek M Betta Ketua DPRD Kota Makassar Fraksi Partai 
GOLKAR. 
„‟…kita di DPD II sendiri memang kemarin tidak setuju dengan sikap DPP 
Pusat di Bawah Pimpinan pak Aburizal Bakrie yang menjadi oposisi atau tidak 
mendukung pemerintah karena itu bukan kebiasaan kita, golkar di daerah 
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selalu berharap bahwa kita tetap berkomitmen kepada pemerintah, kenapa 
berkomitmen kepada pemerintah, karena pemerintah adalah representase 
rakyat, jadi segala kebutuhan rakyat yang di akomodir oleh pemerintah 
menjadi bagian dari partai Golkar, karena Golkar bekerja untuk kepentingan 
pemerintah jadi seperti itu pointnya. saya tidak mau lagi mempersoalkan lagi 
tentang masalah persoalan munas tandingan baik Agung laksono melegalkanya 
kembali karna sama saja mengungkit ngungkit yang kemarin karna yang ada 
kedepanya kita hanya berharap bahwa dengan SK munas riau itu dimanfaatkan 
dengan SK Menkumham  bisa tercapai rekonsiliasi partai. harapan kita di 
daerah yang tidak diakomodir oleh kepengurusan pak Aburizal Backrie 
sebagaimana yang berusaha di wujudkan pak Sahrul Yasin Limpo bila menang 
di Munaslub ialah pemberian kewenangan 30% DPD I 30% DPD II dan 40 % di 
DPP Pusat. Selama ini kita melihat figure kepala daerah figure caleg dan 
figure pilkada yang dimungkinkan itu DPD di daerahlah yang memungkinkan 
siapa yang harus maju karna DPD di daerahlah yang lebih mengetahui siapa 
yang harus dimenangkan, kalau dia serba titipan dari pusat bahwa ini yang 
pantas untuk dimenangkan, di daerah pasti bertanya siapa mi lagi ini, 
terkadang hasil survey juga tidak memungkinkan untuk dimenangkan dan 
jangankan hasil survey kita di daerah saja tidak memiliki hubungan emosional  
bagaimana caranya kita mau memenangkan dia…50 
 
Mendegar respon beliau di atas yang memandang Munas Ancol Merupakan Suatu 
MUNAS yang sah sampai pada keluarnya keputusan MA yang mengembalikan ke 
MUNAS Riau, dan adapun kekecewaan yang diungkapkan Faroek M. Betta terhadap 
beberapa kebijakan Aburizal Bakrie dengan menjadikan GOLKAR sebagai oposisi di 
pemerintahan dan tidak Mengakomodir uslulan DPD tentang pemberian kewenangan 
dalam menentukan bakal calon untuk maju di PILKADA maupun Pemilihan 
legislative. Jika melihat kebelakang sebelumnya hal inilah yang membuat Faroek M. 
Betta kecewa dimana pada Pemilihan walikota Makassar 2013 lalu DPP Partai 
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GOLKAR kepengurusan Aburizal Bakrie metetapkan Kadir Halid sebagai kandidat 
yang diusung menjadi calon wakil walikota Makassar mendampingi Supomo Guntur. 
Dimana sebelumya Faroek M. Betta merupakan calon kuat mendampingi supomo 
Guntur sebagai calon wakil walikota yang akan maju berdasarkan hasil survey dan 
mendapat rekomendasi dari DPD I GOLKAR sul-sel. penulis dapat mengambil 
kesimpulan bahwasanya kedua Responden masuk dalam kategori Elite yang kecewa 
terhadap kubu Aburizal bakrie sehingga cenderung kepada Agung Laksono. 
3. Elite yang Diplomatis terhadap konflik dualisme 
Dari hasil wawancara dengan Wahab Tahir, yang mengatakan bahwa: 
 “…Sudah tidak ada dualism pasca putusan Mahkamah Agung  dan hari ini Sk 
menkumham yang  akan keluar dan melegitimasi munas Bali. jadi kita di 
Golkar ini sami‟na wa‟ato‟na karena kita sangat leadership. Saya tidak mau 
mengatakan  yang mana memiliki legal dari kedua munas tersebut karena, kita 
hanya patuh kepada DPD I langkah apa yang  diambil, golkar itu top down 
dari atas kebawah jadi apapun langkah putusan yang diambil pak sahrul akan 
kita ikuti. Saya tidak mau menilai siapa yang lebih layak memimpin Golkar 
antara pak Aburizal dan Agung Laksono Antara Keduanya. Keduanya idea pak 
aburizal dan agung laksono karena di munas riau pak Aburizal Bakrie ketua 
dan pak Agung Laksono wakil ketua itu kan fair. jadi untuk lebih jauhnya 
masukan saya anda mewawancarai kader Golkar yang lainya saja mengenai 
hal ini.”51 
 
Berdasarkan dari kutipan wawancara di atas dapat kita pahami bahwa elit GOLKAR 
Makassar Abdul Wahab Tahir memiliki respon diplomatis terhadap konflik dualism 
di DPP Pusat dengan mengatakan kedua kubu memiliki legalitas versinya masing-
masing tetapi kita kembali pada putusan terakhir Mahkamah Agung Yang 
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mengesahkan kembali Munas Riau itu sudah cukup adil untuk keduanya dan kita 
mengikuti apa saja langkah DPD I Sulsel. Apa yang diungkapkan oleh elit di atas, 
senada juga dengan yang diungkapkan Rahman Pina anggota DPRD Kota Makassar 
Fraksi Partai GOLKAR. 
“…Mengenai konflik dualisme di DPP Pusat kemarin relatif tidak ada 
kalaupun ada hanya sebagian kecil yang berbeda pandangan dalam hal ini 
tetapi harus kembali kepada sikap partai secara kelembagaan. Dan kita di 
DPD II Golkar Makassar patuh terhadap langkah yang di ambil oleh DPD I 
Golkar sulsel, dan karena dualism kemarin menjadi salah satu factor 
kekalahan golkar sehingga banyak kader golkar yang berlabuh melalui 
usungan partai lain atapun melalui jalur independen. menurut saya harus ada 
pembagian kewenangan dalam mengusulkan calon yang akan maju di pilkada 
serentak di setiap tingkatan semisal kalau pilwali beberapa persen 
kewenangan harus ada di DPD II, kalau Pilgub ada kewenangan beberapa 
persen di DPD I. karena itu yang diinginkan oleh DPD setiap daerah. Hal ini 
memang tidak diatur di dalam AD/ART tetapi di dalam Peraturan Organisasi 
(PO). Kedepan memang semuanya berharap ada kewenangan beberapa 
persen di daerah karena  DPD di daerah yang mengetahui bagaimana 
kondisi di daerahnya.”52 
 
Dari argumen beliau di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya 
kedua Responden masuk dalam kategori Elite yang menyikapi dengan diplomatis 
hanya memiliki pandangan yang berimbang dan terkesan berhati-hati dalam 
mengeluarkan statemen terhadap konflik di DPP Pusat antara kubu Aburizal Bakrie 
dan Kubu Agung Laksono.  
Realitas pentas politik Indonesia menunjukkan elit politik lokal yang 
mengalami pembatasan dari struktur yang ada dan ada pula sejumlah elit politik lokal 
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lainnya yang mengalami pemberdayaan.Oleh karena itu, dengan terjadinya hal 
tersebut politik, elit politik lokal harus mampu menyusun strategi untuk bisa meraih 
dan mempertahankan posisi dan peranya. elit politik lokal yang semula memaknai 
struktur sebagai pembatasan berubah menjadi pemberdayaan, dan mereka yang 
tadinya memaknai sebagai pemberdayaan berubah menjadi pembatasan. oleh karena 
itu harus tercipta suatu consensus elit politik pusat dan elit politik local. 
B. Respon elite GOLKAR Makassar menjelang MUNASLUB dan Pada saat 
MUNASLUB. 
Ada perubahan respon yang signifikan elite GOLKAR Makassar menjelang 
MUNASLUB dan Pada saat MUNASLUB. Sebelumnya MUNASLUB  Elite 
GOLKAR Makassar sangat idealis bahwa mereka berharap bahwa  MUNASLUB 
ini bisa menjadi alat rekonsiliasi dan Ajang mereformasi Partai GOLKAR. Namun 
pada saat MUNASLUB sampai pada saat MUNASLUB Elite Golkar Makassar atau 
pada umumnya DPP dan seluruh DPD sangat pragmatis memilih Calon Ketua 
Umum atau  Melainkan justru berpikir pragmatis dan hanya siapa Calon Ketua 
Umum GOLKAR ke depan. pola pragmatisme dan politik uang di arena 
MUNASLUB yang terjadi, baik itu dari Elite Pusat dan Elite di daerah dimana para 
pemilik suara DPD I dan DPD II dari berbagai daerah memenuhi setiap panggilan 
kandidat calon ketua Umum sebelum penyelenggaraan pemilihan dilakukan. 
1.  Respon elite GOLKAR Makassar menjelang MUNASLUB 
Pada saat menjelang MUNASLUB seluruh elite GOLKAR Makassar 
menyatakan totalitas mendukung dan akan berusaha semaksimal mungkin 
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memenangkan Syahrul Yasin Limpo sebagai calon ketua umum Partai 
GOLKAR di MUNASLUB. Harapan Elite GOLKAR Makassar bahwa 
MUNASLUB ini akan menjadi instrument mereformasi GOLKAR. Salah satu 
persiapan elite GOLKAR Makassar dalam berusaha memenangkan Syahrul 
Yasin Limpo adalah melakukan kompromi dukungan bersama Agung Laksono 
dan beberapa DPD I dan DPD II se-Indonesia yang hadir di hotel Novotel 
Makassar harapan bisa mendulang suara dari DPD Loyalis kubu Agung 
laksono. Namun karena dinamisnya politik pada saat MUNASLUB kompromi 
dukungan ini tidak terlihat karena perubahan polarisasi dukungan dan 
kepentingan yang kompleks ditambah pragmatism kader pada saat 
MUNASLUB. 
a. Mereformasi Golkar 
Setelah Partai GOLKAR melakukan rapat pimpinan nasional pada 23-25 
januari 2016 lalu dan salah satu keputusan yang dihasilkan adalah mengadakan 
MUNASLUB pada bulan Mei 2016. Membuat kader mengharapkan bahwa 
MUNASLUB ini bisa menjadi langkah rekonsiliasi yang menjadi harapan 
seluruh Kader Partai GOLKAR. Elite DPD II GOLKAR Makassar sendiri 
mengatakan perlu adanya Reformasi, dan adanya MUNASLUB ini bisa 
menampung seluruh aspirasi DPD seluruh di Indonesia. Banyak Elite DPD 
GOLKAR di daerah yang memandangan salah satu penyebab kekalahan partai 
GOLKAR di Pilkada serentak adalah tidak diakomodirnya harapan Elit  dan 
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DPD Partai di daerah. Sehingga ketidakpuasan karena tidak di akomodirnya 
tuntutan dapat berpotensi terjadinya konflik. sebagaimana Ralf Dahrendorf 
berpendapat bahwa konflik terjadi dalam masyarakat karena adanya distribusi 
kewenangan yang tak merata sehingga bertambah kewenangan pada suatu 
pihak akan dengan sendirinya mengurangi kewenangan pihak lain.
53
 
Dari hasil wawancara dengan Irianto Ahmad, yang mengatakan bahwa: 
“…Salah satu penyebab kekalahan partai golkar adalah penunjukan DPP yang 
mutlak tanpa melihat keinginan usulan  DPD I sul sel dalam 
merekomendasikan atau penentuan bakal calegl dan calon kepala daerah, 
seharusnya ada  pembagian kewenangan atau porsinya  dalam penentuan yaitu 
60-40. untuk Daerah  60% dan untuk DPP pusat 40%. Karena yang 
mengetahui persis kadernya punya baik dan punya kapabilitas dan kans untuk 
menang di legislatif dan eksekutif adalah daerah, sehingga untuk itu golkar 
memang harus di reformasi. Kondisi kemarin berbeda kadang daerah 
mengusulkan tetapi putusan pusat berbeda. Banyak kader Golkar yang menang  
di daerah lain tetapi diusung oleh partai lain sehingga bukan golkar yang 
terlihat karena tidak dapat dukungan untuk maju dari pusat dan diusung oleh 
partai lain. Olehnya itu majunya Sahrul ini juga menginginkan mereformasi 
tersebut dengan jalan bahwa keputusan itu tidak lagi mutlak di DPP tetapi 
harus mutlak 60% untuk DPD I dan II daerah, karena pilkada di kab kota 
tentunya DPD II golkar yang paling mengetahui, dan kalau di tingkat provinsi 
DPD I yang mengetahui nah inilah yang mau di mix DPD I dan DPD II yang 
mempunyai porsi lebih besar dalam menentukan bakal calon jadi itu 
kesimpulanya. kita harus memprioritaskan  calon yang kredibel untuk diusung, 
pak Sahrul ini menjabat ketua DPD I sul-sel dan kurangnya apa  beliau di 
partai golkar, perjalananya di orde baru pernah menjadi Pembina golkar 
tingkat kelurahan, dan menjadi lurah, pernah membina di tingkat kecamatan 
dan menjadi camat, di tingkat kabupaten beliau pernah menjadi bupati Gowa, 
dan sejak wagub menjadi ketua kosgoro provinsi sul-sel, dan sekarang ketua 
dpd I jadi sudah sangat paripurna perjalanan beliau di partai golkar, dimana 
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masa orba itukan lurah sebagai Pembina partai politik, dan dulu itu bukan lagi 
Pembina partai politik tetapi Pembina Golkar karena dia birokrat.”54 
 
dari kutipan wawancara di atas  bahwa elit GOLKAR Makassar Irianto Ahmad 
mengharapkan perlunya mereformasi Partai GOLKAR dalam hal ini ia berharap 
usulan pemberian kewenangan penentuan kepala daerah maupun calon legislatif bisa 
diakomodir sebagaimana keinginan Sahrul Yasin Limpo membawa misi mereformasi 
hal tersebut bila menang di MUNASLUB. hal senada juga dengan yang diungkapkan 
Faroek M Betta Ketua DPRD Kota Makassar Fraksi Partai Golkar 
“…karna yang ada kedepanya kita hanya berharap bahwa dengan SK munas 
riau itu dimanfaatkan dengan SK Menkumham  bisa tercapai rekonsiliasi 
partai. Dan bukan juga masalah keputusan inkrachnya  karena selain produk 
hukum ini juga produk politik dan harus di combain antara produk hukum dan 
produk politik dan itulah bahasa rekonsiliasi, dan kalau ada rekonsiliasi untuk 
penyatuan partai golkar yah kita berharap karena munaslub ini melahirkan 
pimpinan yang berkarakter,visioner,system partai yang lebih akuntabel lebih 
baik dan tidak dimiliki oleh orang orang tertentu ,, dia menjadi sebuah party 
system yang ujungyan tujuanya untuk kepentingan masyarakat.”55 
 
Dari argumen beliau di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Elite 
mengharapkan Partai GOLKAR di DPP Pusat bisa mengakomodir harapan di Daerah 
dalam hal ini usulan pemberian kewenangan penentuan kepala daerah maupun calon 
legislative bisa di beberikan sekian persen di daerah. Dan mengharapkan 
MUNASLUB ini bisa menjadi ajang rekonsiliatif dan bisa mereformasi GOLKAR 
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sehingga yang kedepanya memimpin Partai GOLKAR yang bisa mengembalikan 
marwah partai GOLKAR sebagai Partai yang besar. 
b. Kompromi Dukungan Agung Laksono dan DPD II GOLKAR Makassar Menjelang 
MUNASLUB 
Hadirnya Agumg Laksono dan menyatakan dukunganya terhadap 
Sahrul Yasin Limpo sebagai salah satu kandidat calon ketua umum pada 
MUNASLUB menjadi hal menarik karena Hadir Agung Laksono dalam 
silaturahmi DPD se-Indonesia di hotel Novotel Makassar membuat adanya 
consensus agar Sahrul Yasin Limpo bisa mendulang suara dari DPD Loyalis 
kubu Agung laksono. Adanya keseragaman dukungan DPD II Partai GOLKAR 
Makassar dengan Agung Laksono membuat adanya perubahan polarisasi 
kepada Agung Laksono yang memiliki Loyalis yang memiliki suara yang bisa 
menentukan hasil di MUNASLUB dimana sebelumnya DPD II Makassar 
sendiri bersama elit lainya yang menghadiri MUNAS Aburizal Bakrie di Bali 
mengalami perubahan dalam melakukan kompromi politik ke Agung Laksono 
Menjelang MUNASLUB.  
Dari hasil wawancara dengan Faroek M. Betta, yang mengatakan bahwa: 
“…Ada beberapa hal yang dinilai pak agung laksono dalam mendukung pak 
SYL di  munaslub pada saat silaturahmi menggalang dukungan di Hotel 
novotel kemarin. Yang di nilai pak agung adalah yang pertama adalah Sahrul 
Yasin Limpol adalah kader kosgoro dan sampai hari ini pak Sahrul Yasin 
Limpol ketua kosgoro 57 Sulawesi selatan, yang kedua secara emosional pak 
agung tahu kiprah dan integritas pak syl seperti apa sehingga bukan hal yang 
baru dan bukan hal yang luarbiasa bila kemudian pak agung laksono 
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mendukung pak sahrul yasin limpo untuk maju itu adalah kepatutan dan suatu 
kewajaran yang dimunculkan agung laksono karna melihat sepak terjang 
Sahrul Yasin Limpol. Pak agung juga sudah mengatakan pak Sahrul Yasin 
Limpol itu hanya berdomisili di daerah tetapi pemikiran nasional. isu 
mengenai tidak solidnya DPD II di sulsel dalam mendukung pak sahrul 
sehingga adanya statmen ancama pengenaan sanksi yang sebelumnya 
dikatakan pak roem itu benar, dan di politik itu tidak ada yang pasti, 
kalaupun ada yang bermain main itu merupakan hal yang sangat wajar, tapi 
orang politik juga paham aturan dan komitmen, ketika ia mengatakan bahwa 
akan memajukan dan mendukung pak Sahrul Yasin Limpol maju berarti hati 
dan pikiranya juga telah berkomitmen mendukung pak Sahrul Yasin Limpol, 
dan kalaupun ada yang main main itu wajar saja dan tujuanya tetap satu 
yaitu pak SYL, karena orang politik itu juga beretika dan berkomitmen, dan 
kita tidak punya keraguan, dan kalaupun pada suatu saat di munaslub ada 
yang seperti itu pasti akan diberlakukan sanksi organisasi, karena sanksi 
organisasi mereka pun yang sudah memandatkan dan meminta pak Sahrul 
Yasin Limpol secara utuh dan totalitas  menjadi calon ketua umum masa 
kemudian dia tidak lagi mendukung dan menyalahi komitmenya.”56 
 
Apa yang dikatakan oleh Faroek M. Betta senada juga dengan yang diungkapkan 
Saharuddin Said  Wakil Sekretaris  DPD II Partai GOLKAR  Kota Makassar   
 
“…Mengenai Adanya pak agung laksono di hotel novotel pada saat 
silaturahmi berbagai DPD I dn II se indonesia memang kapasitasnya  
sebagai  ketua kosgoro tetapi kalaupun ada pertemuan setelah itu saya 
sendiri kuang  mengetahui karena kita ini tidak sampai kesitu. Dan mengenai 
masih adanya loyalis pak agung ataupun pak aburizal yang akan maju di 
munaslub ini saya kira orang menilainya dengan melihat dimana posisi 
mereka pada saat kisruh dia berteman sama siapa kemarin ? dan saya tidak 
tahu pak SYL orangnya aburizal atau pak aburizal orangnya pak SYL atau 
mungkin pak syahrul orangnya pak agung laksono. Tapi saya kira tidak ada 
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lagi seperti itu karena semua orang besar dan sudah punya nama yang akan 
bertarung di munaslub . dan saya kira ini suatu hal yang sangat dinamis.”57 
 
Berdasarkan dari kutipan wawancara di atas dapat kita pahami bahwa 
elit GOLKAR Makassar Faroek M. Betta dan Saharuddin Said maupun Elite 
lainya akan memberikan pernyataan secara tersirat bahwa Hadirnya Agung 
Laksono dan menyatakan dukunganya terhadap Sahrul Yasin Limpo sebagai 
salah satu kandidat calon ketua umum pada MUNASLUB merupakan bentuk 
kompromi, sebagaimana politik no free lunch merupakan suatu hal yang 
dinamis bila ada perubahan pada saat konflik menjelang adanya MUNASLUB. 
2.  Respon Elite Golkar Makassar Pada saat MUNASLUB. 
Pada saat MUNASLUB hingga berakhirnya penyelenggaraan beberapa 
elite GOLKAR Makassar ada yang memberikan pernyataan pada saat 
penyelenggaraan MUNASLUB melalui media dan adapula yang tidak 
memberikan tanggapan. Mereka yang memberikan perrnyataan menilai 
MUNASLUB di Bali penuh intrik politik dimana ada upaya yang dilakukan 
setiap Elite Pusat untuk memanfaatkan kandidat calon ketua Umum dan 
mengintervensi MUNASLUB. sebaliknya upaya melobi para senior GOLKAR 
untuk bisa meraih kemenangan di MUNASLUB dilakukan. Sehingga skenario 
memenangkan kandidat dilakukan Elit DPP Pusat dan pragmatism Elite 
GOLKAR pada umumnya terjadi. 
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a. Konfigurasi dan Transaksi Kekuasaan Elite GOLKAR 
Pada penyelenggaraan MUNASLUB terlihat jelas bahwa adanya 
konfigurasi transaksi kekuasaan yang dibangun elite GOLKAR di DPP Pusat 
dengan adanya jabatan strategis kepada ketua Umum sebelumnya Aburizal 
Bakrie sebagai ketua dewan Pembina sekaligus mengakomodir ketua MUNAS 
tandingan sebelumnya Agung Laksono di dalam struktur Munaslub beserta 
loyalisnya. Keluarnya struktur kepengurusan Golkar Hasil MUNASLUB ini 
merupakan transaksi kekuasaan dari Abirizal Bakrie kepada Setya Novanto 
yang dibangun sesuai procedural kepartaian melalui mekanisme pemilihan 
ketua umum di MUNASLUB. Dimana didalam struktur kepengurusan Hasil 
MUNASLUB periode 2016-2021 loyalis Aburizal Bakrie tetap menempati 
posisi strategis di dalam struktur. Nurdin Halid sebagai ketua Harian dan Idrus 
Marham sebagai Sekretaris jendral. Tidak adanya reaksi dari kubu Agung 
Laksono memberikan gambaran bahwa seluruh kepentinganya telah diakomodir 
dimana sebelumnya keinginan Agung Laksono keluar dari koalisi merah putih 
(KMP)  dan bergabung dengan pemerintah di Koalisi indonesia hebat (KIH)  
juga telah diakomodir kepentinganya sebagaimana dalam tulisan Macridis 
mengatakan konfigurasi kekuasaan  pada dasarnya merupakan konfigurasi 
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Dari hasil wawancara dengan Arief Wicaksono Pengamat Politik yang berada di Bali 
mengamati langsung penyelenggaraan MUNASLUB  mengatakan bahwa: 
“..saya kira Aburizal sendiri yang masih bermain di balik layar untuk 
mempertahankan pengaruhnya, cara  yang dilakukan untuk mempertahankan 
pengarunya adalah mengakomodir Agung laksono dan terbukti terlihat pada 
struktur kepengurusan, dan pada saat menjelang munaslub dan pasca 
munaslub Agung laksono tidak lagi reaktif karena kepentinganya sudah 
diakomodir. Selain itu merubah haluan GOLKAR kembali menjadi partai 
pendukung pemerintah sebagaimana keinginan kader lainya dan mencari 
kandidat yang memiliki banyak uang yang akan berkontestasi di MUNASLUB 
cara yang dilakukan untuk memelihara kekuasaanya. kekalahan SYL di 
munaslub adalah kekalahanya dari Nurdin Halid yang merupakan lawan 
klasiknya, dan image jago kandang melekat pada pada SYL. Nurdin adalah 
orang Aburizal yang dinilai  tepat mereduksi segala ancaman politik itulah 
mengapa ia ada di posisi strategis dalam struktur kepengurusan sebagai 
ketua Harian di DPP Pusat..”59 
Dari hasil wawancara dengan Faroek M. Betta, Ketua DPRD Kota Makassar yang 
menyaatakan bahwa:  
“..Memanfaatkan salah satu kandidat Dalam munaslub di bali  dan intrik 
politik sudah pasti terjadi, baik itu melalui upaya aklamasi dan voting terbuka 
itulah dinamika yang terjadi di munaslub kemarin. struktur yang lahir secara 
konstitusional dan melalui formatur itu hasil komposisi hasil musda..”60 
Hasil wawancara dengan Andi Muh Iqbal Latief Buleng Ketua Gerakan anti Korupsi 
(GERAK) Region 7 Makassar: 
“..Dalam perspektif hukum penyelesaian konflik atau sengketa dilihat dari 
dua aspek pertama melalui litigasi dan kedua nonlitigasi. Litigasi berarti 
melalui jalan pengadilan dan kedua melalui luar pengadilan dan non litigasi 
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luar pengadilan seperti mediasi dan musyawarah mufakat, untuk konflik 
partai golkar saya kira sudah melalui keduanya. Penilaian saya tentang 
putusan MENKUMHAM Yasona Laoly yang pada saat awal konflik terjadi 
dengan memberikan SK terhadap kubu agung laksono saya kira tidak tepat 
dan hanya membuat konflik semakin rancu karena mempercepat keputusan 
hanya membuat konflik dualism tersebut semakin memanas. Dan saya kira 
secara umum orang berpandangan menilai pemerintah melalui 
MENKUMHAM berupaya mengabsahkan salah satu kubu yang diketahui 
ingin agar partai GOLKAR koperatif dan bergabung menjadi pendukung 
pemerintah dan saya kira Agung laksono sebelumnya seperti itu dan itu 
menjadi gambaran mengapa MENKUMHAM melegitimasi kubu agung 
dengan menerbitkan SK pada saat itu. Lihat saja  UU Parpol nomor 2 tahun 
2008 mengatur perselisihan kepengurusan melalui musyawarah dan mufakat. 
Ini sudah dilakukan Mahkamah partai GOLKAR tetapi Bila tidak tercapai 
tersedia dua pilihan penyelesaian, melalui pengadilan atau di luar 
pengadilan, dan Aburizal masih ingin menempuh jalur pengadilan tetapi 
MENKUMHAM terlebih dahulu menerbitkan SK untuk Agung. Seharusnya 
tunggu saja keputusan inkrach dari pengadilan baru terbitkan SK. Saya kira 
jelas ada peluang pemerintah mengintervensi. Dan pada saat aburizal bakrie 
menyatakan mendukung pemerintah tidak ada gejolak lagi dengan 
Agung.Muanaslub itu pandangan saya sudah ada skenarionya. Untuk elite 
Golkar di setiap daerah pada umumnya mereka hanya cari aman menunggu 
hasil Akhir putusan Mahkamah Agung..”61 
Hasil wawancara dengan Saharuddin Said  Wakil Sekretaris  DPD II Partai GOLKAR  
Kota Makassar: 
“..Mengenai isu  adanya upaya yang dilakukan untuk memenangkan salah 
satu kandidat melalui mekanisme aklamasi, boleh jadi seperti itu tetapi saya 
tidak mengetahui sampai kesitu. Dan memang benar ada peranan pak Luhut 
mendukung salah satu calon ketua umum dan saya kira itu hal yang wajar, 
apakah pemerintah mengintervensi melalui Luhut tidak bisa menjudge 
sepenuhnya seperti itu karena Luhut juga kader GOLKAR, tetapi terserah 
khalayak menilainya seperti apa..”62 
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Dari hasil penelusuran media penulis melihat pernyataan Kader Golkar Makassar 
yang namanya di privasi oleh Media : 
“..Keluarnya struktur hasil Munaslub Bali saya mendengar kabar ada 4 nama 
yang selama ini dikenal sebagai keluarga dan kerabat Nurdin dan Idrus.  
posisi Wakil Sekretaris Jenderal Andi Nursyam Halid adik kandungnya 
Nurdin. Di posisi wakil bendahara umum Usman Marham juga adik kandung 
Idrus Marham.Saya juga dengar juga kerabat Nurdin, Hamka B Kadi  
menempati posisi sebagai Korwil pemenangan wilayah Sulawesi.“Apa 
jadinya Partai Golkar jika semua kroni dan kerabat menghiasi kepengurusan 
DPP,” kata seorang politisi Partai Golkar yang enggan namanya 
disebutkan..”63 
Dari pernyataan Elite GOLKAR dan analisa pengamat politik Arief wicaksono proses 
penyelenggaraan MUNASLUB. peneliti menarik kesimpulan bahwa adanya 
konfigurasi dan transaksi kekuasaan elite GOLKAR di pusat dimana  Aburizal Bakrie 
menjadi Giant Politic di balik panggung MUNASLUB dan berhasil mempertahankan 
pengaruhnya, sebelumnya mekanisme Aklamasi dan skenario pelaksanaan pemilihan 
ketua umum melalui voting terbuka adalah cara yang dilakukan Dengan voting 
terbuka, 560 pemilik suara akan menyebut nama calon ketua umum saat menyatakan 
pandangan umum, dan itu akan mengintimidasi pemilik suara. Sedangkan jika 
pemilihan melalui voting tertutup, hak suara diberikan secara rahasia dan masih 
bertahanya wajah lama seperti Nurdin Halid dan idrus Marham dan beberapa klanya 
yang diisukan masuk dalam struktur kepengurusan. Hal ini relevan dengan yang 
Robert Michels temukan adanya gejala oligarki elit pada tubuh Partai social democrat 
di jerman. Oligarki adalah sebuah kontradiksi, apalagi bagi Partai yang dilihat dari 





sejarah kelahirannya maupun tipikal kepartaiannya masuk kategori partai berbasis 
kader (membership-based party). Kader seharusnya diberi ruang yang lebar untuk 
ikut menentukan dan ikut dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masa 
depan partai. Namun yang terjadi justru sebaliknya, dimana para pemimipin Partai 
mengontrol proses rekrutmen pemimpin baru. Dengan dalih menjaga kelestarian 
proses suksesi, para pemimpin politik di Partai Sosial Demokrat Jerman cenderung 
telah mempersiapkan dan memilih pemimpin dari kalangan sendiri atau orang-orang 
yang kelak dapat meneruskan strategi dan kepentingan pemimpin sebelumnya. 
Terjadilah kemudian apa yang disebut a self reproducing class yang berakibat 
semakin menjauhkan jarak sosial antara elit dan massa.
64
 sementara Charles E. 
Merriam menyatakan ‟situasi dimana kekuasaan mulai ada, kemajemukan loyalitas 
yang saling berkompetisi ; keburukan kekuatan dan beberapa credenda, Miranda dan 
agenda otoritas; beberapa teknik pengemban kekuasaan bertahan; dan beberapa 
mekanisme pertahanan dari mereka yang menjalankan kekuasaan
65
 membuat adanya 
kekecewaan dari beberapa Elite GOLKAR Makassar yang merupakan loyalis Syahrul 
Yasin Limpo, memberikan tanggapan terhadap struktur kepengurusan MUNASLUB 
Periode 2016-2021 tidak ideal karena tidak adanya nama Sahrul Yasin Limpo sebagai 
representase Elite GOLKAR sul-sel dan kekecewaan lainya diungkapkan karena 
struktur kepengurusan hanya mengakomodir Kroni dan kerabat Nurdin Halid dan 
Idrus Marham di dalam struktur kepengurusan. 
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b. Pragmatisme Elite Golkar 
Pada saat penyelenggaraan MUNASLUB isu money politic menjadi hal 
yang menarik dan paling banyak di bahas oleh khalayak dan Media, namun sulit 
menjadi hal yang paling sulit untuk dibuktikan karena dalam politik uang itu 
tidak terlihat tetapi paling menyengat baunya. Komite Etik MUNASLUB juga 
membenarkan hal tersebut dan memberikan pernyataan bahwa sangat sulit 
membuktikan politik uang dalam MUNASLUB. Hal ini menjadi indikasi bahwa 
pragmatis Elit pada saat penyelenggaraan MUNASLUB di Bali. Tak terkecuali 
Elite GOLKAR Makassar dan DPD II sul-sel pada umumnya sebagai pemegang 
suara sudah pasti mendapat penawaran jual beli suara, bahkan dua kandidat kuat 
di MUNASLUB Setya novanto dan Ade komaruddin beberapa kali 
mengumpulkan DPD I dan DPD II dari berbagai daerah sebelum 
penyelenggaraan pemilihan dilakukan. Indikasi ini semakin menguat pada saat 
mendekati pemililan calon ketua umum, ketua DPD I Syahrul Yasin Limpo  
mengumpulkan seluruh Elite GOLKAR DPD II se sul-sel menjaga solidaritas 
dan mempertanyakan kembali komitmen seluruh DPD II se sulsel dalam 
memerikan dukungan. 
Dari hasil wawancara dengan Arief Wicaksono Pengamat Politik yang berada di Bali 
mengamati langsung penyelenggaraan MUNASLUB  mengatakan bahwa: 
“..Dari apa yang saya lihat di MUNASLUB elite golkar Makassar atau sul-
sel pada umumnya juga terbelah dalam memberikan dukungan di 
81 
MUNASLUB karena di satu sisi ada kader GOLKAR sul-sel yang berada di 
hotel tempat basis setya novanto  dan adapula di  hotel tempat basis Ade 
komaruddin, meskipun saya  tidak berada di ruang privat mereka hal ini bisa 
dilihat dari gesture politik mereka yang sangat pragmatis. Suara SYL di 
MUNASLUB dengan jumlah 27 suara kemarin itu tidak mutlak 25 suara di 
dalamnya merupakan suara DPD II se sul-sel..”66 
Dari kutipan wawancara dengan Saharuddin Said  Wakil Sekretaris  DPD II Partai 
GOLKAR  Kota Makassar: 
“..Beberapa DPD lain yang sebelumnya berkomitmen mendukung SYL 
Banyak suara yang lari, mengenai adanya politik uang WAllahualam saya 
tidak mengetahui, saya tidak bisa memastian bahwa dari 27 suara yang 
diperoleh SYL pada MUNASLUB mencakub semua DPD II sulsel, bisa saja 
yang berkelok, dalam politik itu bisa saja terjadi..”67 
Dari pernyataan elite GOLKAR Saharuddin Said dan analisa pengamat 
politik Arief wicaksono proses penyelenggaraan MUNASLUB. peneliti 
menarik kesimpulan bahwa para senior Elite Pusat dan Elite lokal bukan lagi 
berpikir, menuangkan ide-ide, strategi, maupun karya mereka untuk kemajuan 
dan kejayaan GOLKAR ke depan. Melainkan justru berpikir pragmatis dan 
hanya siapa Calon Ketua Umum GOLKAR ke depan. pola pragmatisme dan 
politik uang di arena MUNASLUB yang terjadi, baik itu dari Elite Pusat dan 
Elite di daerah. Singkatnya ketua umum GOLKAR dihasilkan melalui 
pragmatisme dan politik transaksional,  hal ini menjadi relevan ketika Mosca 
menyebut kelompok elit ini sebagai the ruling class, dimana “the ruling class” 
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ini memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati 
keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan, yang kadang-
kadang bersifat legal,dan arbitrer.
68
 
 Demikian juga Partai-partai dalam kehidupan politik demokratis dalam 
tulisan Anthony Downs, adalah sama dengan wiraswastawan dalam suatu 
ekonomi yang memburu laba. Seperti halnya mengusahakan laba, mereka 
merumuskan politik apapun yang mereka yakini akan meraih suara terbanyak, 
persis seperti para pedagang  yang berusaha menghasilkan produk-produk yang 
diyakininya memberikan keuntungan tertinggi dengan alasan yang sama.
69
 
c. Tinjauan Islam tentang Politik dan Konflik 
Pada saat Dalam perspektif islam politik dikatakan siyasah berasal dari 
kata sasa. Kata ini dalam kamus al-Munjid dan Lisan al-Arab berarti 
mengatur, mengurus dan memerintah.
 
Siyasat bisa juga bermakna 
pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Kata sasa sama 
dengan to gevern, to lead, siyasat sama dengan policy (of goverment, 
corprotion, etc).
 
jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu 
mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. 
Artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang 
bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah siyasah. konflik dalam 
politik tidak bisa dihindari  terjadi karena dalam mengatur, mengurus dan 
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membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai 
suatu tujan tentunya ada yang setuju dan tidak setuju.  
Konflik politik selalunya dikaitkan dengan persaingan yang dapat 
berubah menjadi kekerasan, kerana konflik politik sering membawa kepada 
pertumpahan darah dan tindakan jenayah. Setidaknya konflik politik dilihat 
dari konflik internal mahupun konflik luaran atau eksternal. Konflik internal 
terjadi karana seseorang tidak mampu menyelaraskan berbagai keinginan 
dalam dirinya maupun kelompoknya. Sedangkan konflik luaran terjadi 
disebabkan perbedaan berbagai kepentingan antara satu dengan yang lain 
antar kelompoknya. Kerusuhan dapat terjadi dalam bentuk pertikaian internal 
antara dua kelompok muslim atau antara dua kelompok warga Negara islam, 
yang berbeda persepsi. artinya masing-masing kelompok mengaku 
memperjuangkan hak-hak dan kebenaran yang dipahaminya.
70
  Hakikat 
konflik adalah sunnatullah, sebagai mana dijelaskan oleh al-Qur`an 
Konflik yang merupakan sunnatullah sebagaimana frman Allah QS. Hud (11): 
118 
اَمَو َِك لُۡه ِٱ َكُّبَس َناَك  ٰيَُشق لۡٱ  َنىُِح لۡصُم َاُه لَۡهأَو ٖم لۡ ُِظب ١١٧  
 لَۡىٱَو َل َََجٱ َكُّبَس َٓءاَش  َااَّ ٱ  َنُِِف َخ لۡخُم َنُىٱوََز  َلََّو 
ۖ
ٗةَذِح َٰو ٗت َُّمأ ١١٨  
Terjemahanya: 
Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang 
satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat 
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Makna dari firman Allah tersebut: 
Jikalau Rabbmu menghendaki, tentu Allah menjadikan manusia umat yang 
satu: maksudnya Allah memberi kabar, bahwasanya Allah mampu untuk 
menjadikan manusia semuanya menjadi satu umat, baik dalam keimanan atau 
dalam kekufura Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat 
Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat : Maksudnya, penyimpangan 
tetap masih terjadi di antara manusia dalam agama mereka, dalam keyakinan 
mereka, dalam ikutan mereka dan dalam pandangan mereka. 
Mufradat: “Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat” Ini 
mengindikasikan bahawa konflik adalah iradah Allah SWT kepada 
manusia yang mesti diterima sebagai suatu kemestian. Artinya  manusia 
tidak mampu menghapus sama sekali konflik tersebut, kerana prinsip 
hidup manusia berbagai sesuai dengan banyak ragam jenis manusia dan 
relevan dengan teori konflik. Oleh itu, konflik dengan sifatnya yang 
neutral tidak positif dan tidak pula negative tapi tetap memiliki 
kecenderungan destruktif dan bisa memperkuat struktur secara solid 
tetapi terserah kepada manusia bagaimana mengendalikan  dan 
merespon konflik itu. 
 
 Sama halnya ketika elite GOLKAR mengalami konflik internal sudah 
menjadi bagian yang sunnahtullah karena setiap orang memiliki persepsi dan 
preferensi politik yang berbeda namun konflik bisa menjadi penguat solidaritas 
dan muara kekerasan sehingga perlu ditengahi dengan islah. Dimasa 
Rasulullah-pun dan sahabatnya tidak luput dari konflik Banyak peristiwa 
konflik yang telah terjadi di masa hidup Rasulullah SAW menjadi Rasul 
ataupun sebelumnya. Namun di Antara konflik tersebut Rasulullah sebagai 
orang yang menengahi perbedaan pendapat tersebut, Baginda Rasulullah telah 
memberikan putusan yang adil di antara para pemimpin Qurasy. 
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1. Pemimpin kharismatik dalam islam. 
 kepemimpinan karismatik selama ini selalu identik dengan 
pengamatan pemimpin di politik dan keagamaan bukan kepemimpinan 
organisasi dan perusahaan. Dari segi bahasa, kharisma berasal dari bahasa 
yunani diartikan karunia diinspirasi oleh Tuhan divenely inspired gift seperti 
kemampuan meramal di masa yang akan datang.  Sedangkan dari segi istilah 
para ahli sepakat mengartikan karisma sebagai “suatu hasil persepsi para 
pengikut dan atribut-atribut yang dipengaruhi oleh kemampuan-kemampuan 
aktual dan perilaku dari para pemimpin dalam konteks situasi kepemimpinan 
dan dalam kebutuhan-kebutuhn individual maupun kolektif para pengikut 
Hal ini menjadi relevan di dalam firman Allah SWT  QS. Al An‟am 165 
 َُىهَو ٌِزَّٱ  َِفئ
ٓ َٰ  َ لۡمَُك  ََج  ِ لَۡس لۡٱ  ٖض لۡ َب  َ لَۡىف لۡمُكَض لۡ َب ََعفَسَو 
 ُعَِش َ َكَّبَس َِّنإ ۡۗ لۡمُكَٰىحوَء ٓاَم ٍِف لۡمُكَُى لَۡب ُِّٱ ٖج َٰجَسَد ِ َاق ِ لۡٱ  ُهَِّنإَو ۥ 
 ُۢمُِح َّس ٞسُىفََغٱ١٦٥  
Terjemahanya: 
165. Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia 
meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk 
mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu 
amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 
 
Dan Dialah Yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi : Maksudnya, 
Allah telah menjadikan kalian pemakmur bumi itu dari generasi ke generasi, dari 
satu masa ke masa yang lain, generasi berikutnya setelah generasi sebelumnya.  
Dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagan yang lain beberapa derajat: 
Artinya, Allah membedakan di antara kalian dalam hal rizki, akhlak, kebaikan, 
keburukan, penampilan, bentuk, dan warna, dan dalam hal itu semua Allah 
mempunyai hikmah. 
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Mufradat: “dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) 
beberapa derajat” Seorang Pemimpin yang dinilai karismatik ini memiliki 
kekuatan energi, daya tarik dan wibawa yang kuat atau luar biasa untuk 
menarik serta mempengaruji orang lain yang skala kewibawaanya lebih tinggi 
dari yang lain dan bersifat inheren , yang diperolehnya sebagai karunia dari 
Tuhan meninggikan derajatnya atas yang lainya. sehingga ia mempunyai 
pengikut yang sangat besar jumlahnya serta amat sangat loyal kepadanya. Dia 
dianggap mempunyai kekuatan ghaib dan kemampuan-kemampuan yang di 
luar manusia pada umumnya Totalitas keperibadian pemimpin itu 
memancarkan pengaruh dan daya tarik yang teramat besar.  Tokoh-tokoh 
besar agama pada umumnya mempunyai tipe kepemimpinan kharismatik ini, 
misalnya para nabi dan rasul, serta para ulama. 
2. Ayat tentang Kepentingan 
Politik ialah seni mengelola pelbagai kemungkinan the art of 
possibilities jadi secara sederhana politik ialah sebagai upaya mengelola 
pelbagai kemungkinan demi mencapai kepentingan dengan cara yang elok. 
berbicara politik sudah pasti membicarakan sebuah kepentingan. Apapun soal 
politik akan selalu berujung dan berakhir pada term kepentinga. kepentingan 
yang pragmatis dilandaskan pada nafsu ingin berkuasa dan mencari untung 
demi diri sendiri dan kelompoknya. Sedangkan kepentingan yang ideal adalah 
kepentingan yang bisa dikelola untuk mencapai kebaikan bersama politik. 
Politik merupakan seni mengelola berbagai kemungkinan. Kepentingan 
haruslah mengarah pada kepentingan yang dimaksudkan demi terwujudnya 
kebaikan bersama. Kepentingan ini, dalam bahasa lain disebut sebagai 
kepentingan nasional atau bisa disebut kepentingan umum. Dalam pandangan 
aristoteles, untuk menjaga kelangsungan hidup suatu negara, maka negara 
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harus memenuhi kepeningan nasionalnya. Sehingga Negara dapat berjalan 
dengan stabil dan tetap survive. Kepentingan nasional inilah yang dapat 
menentukan kearah mana politik itu akan dirumuskan.  
Dalam firman Allah mengenai kepentingan: 
 لۡبَصنَٱف َج لۡغََشف وَِرَإف ٧  
Terjemahanya: 
7. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain 
Sebagaimana dalam tafsiran ibnu katsir: jika engkau telah selesai mengurus 
berbagai kepentingan dunia dan semua kesibukannya serta telah  memutus semua 
jarigannya, maka bersungguh-sungguhlah untuk  menjalankan ibadah serta 
melangkahlah kepadanya dengan penuh semangat, dengan hati yang kosong lagi 
tulus, serta niat karena Allah. 
Mufradat “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”secara general urusan merupakan 
keyword dari kepentingan, teks suci ini meminta kehendak reaktif kita apabila 
telah menunaikan sutau kepentingan maka kehendak kita menjalankan 
kepentingan selanjutnya secara totalitas. 
 Setiap orang punya kepentingan. Sebab kepentingan menjadi sesuatu 
yang relatif ketika tidak hanya diri kita sendiri yang mementingkannya. Jika kita 
sendiri yang memandang penting suatu kepentingan maka bisalah kita menyebut 
itu kepentingan pribadi. Namun bisa jadi tidak hanya kepentingan diri sendiri. 
Bisa jadi adalah kepentingan bersama  (untuk kepentingan pribadi). Kepentingan 
“bersama” juga bisa jadi adalah kepentingan kepentingan pribadi yang 
bersepakat. 
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3. Hadis tentang kecenderungan 
Kebiasaan bangsa Arab ketika itu adalah untuk mengumpulkan para 
tokoh masyarakat dari suatu keluarga (bani dalam bahasa arab), atau suku, untuk 
bermusyawarah dan memilih pemimpin dari salah satu di antara mereka. Tidak 
ada prosedur spesifik dalam syuro atau musyawarah ini.
71
 Para kandidat biasanya 
memiliki garis keturunan dari pemimpin sebelumnya, walaupun hanya 
merupakan keluarga jauh. 
Hingga pada tiba saatnya Nabi Muhammad meninggal, kaum Muslim 
berdebat tentang siapa yang berhak untuk menjadi penerus kepemimpinan Islam 
setelah wafatnya rasul, yang ketika itu masih baru dan berkembang 
pesat.Sebagian meyakini bahwa pemimpin yang baru harus dipilih lewat 
konsensus; yang lain mengatakan hanya keturunan Nabi yang pantas menjadi 
khalifah. masing-masing  memiliki spektrum yang sangat opini yang berbeda. 
Namun hadis yang dinilai memiliki kecenderungan kepada pemimpin dari 
golongan suku Quraish yang akan menggantikan Nabi Muhammad Saw  
 ًِ ٍَِتأ ْهَع ٍذٌْ َص ِهْت ِذ َّمَحُم ُهْت ُمِصاَع اََىث َّذَح َُظوٌُُ ِهْت ِ َّاللَّ ِذْثَع ُهْت ُذَمَْحأ اََىث َّذَح َ
 ًِف ُشَْمْلْا اََزٌ ُهاََضٌ َلَ َمَّيَع َ  ًِ ٍْ َيَع ُ َّاللَّ ىَّيَص ِ َّاللَّ ُهُُعَس َهَاق ِ َّاللَّ ُذْثَع َهَاق َهَاق
ها ْهِم ًَ َِقت اَم ٍشٌْ َُشِقناَىْثا ِطاَّو 
Terjemahanya: 
Perkara ini (kepemimpinan) akan senantiasa dipegang oleh orang-orang Quraisy 
sekalipun manusia hanya tinggal dua. [HR. Muslim No.3392]. 
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Dan telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Abdullah bin Yunus] telah 
menceritakan kepada kami ['Ashim bin Muhammad bin Zaid] dari [ayahnya] dia 
berkata, " [Abdullah] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Perkara ini (kepemimpinan) akan senantiasa dipegang oleh orang-orang Quraisy 
sekalipun manusia hanya tinggal dua 
 
Mufradat: Perkara ini (kepemimpinan) akan senantiasa dipegang oleh orang-
orang Quraisy sekalipun manusia hanya tinggal dua. Di hadis ini Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam seolah memberikan legitimasi terhadap Klan Quraish 
sebagai pemimpin yang ideal dan linear namun yang perlu di ketahui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam juga tidak mengeneralisir katena di hadis lain 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan orang kafir quraish dipimpin 
oleh orang kafir quraish dan sebaliknya orang quraish beriman akan dipimpin 
pula oleh orang quraish yang beriman. 
 
4. Sejarah islam tentang pro dan kontra Khilafah 
Sebelum wafatnya Nabi Muhammad beliau tidak secara langsung 
menyarankan atau memerintahkan pembentukan kekhalifahan Islam setelah 
kematiannya. Permasalahan yang dihadapi ketika itu adalah: siapa yang akan 
menggantikan Nabi Muhammad Hingga pada tiba saatnya Nabi Muhammad 
meninggal, kaum Muslim berdebat tentang siapa yang berhak untuk menjadi 
penerus kepemimpinan Islam setelah wafatnya rasul, hingga saat ini apa yang 
dibicarakan di dalam masa tenggang itu masih menjadi kontroversi di 
kalangan kaum Muslim, namun dapat dipastikan bahwa mayoritas kaum 
muslim yang hadir dalam musyawarah saat itu meyakini bahwa Abu Bakar 
Ash-Shiddiq adalah penerus kepemimpinan Islam yang akan menggantikan 
rasul karena sebelum Nabi Muhammad meninggal, dia dipercaya untuk 
menggantikan posisi Nabi Muhammad sebagai imam shalat, dan akhirnya 
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Abu Bakar pun terpilih menjadi Khalifah pertama dalam sejarah Islam pasca 
wafatnya Nabi Muhammad. Namun beberapa kalangan dari kaum Muslim 
Mekkah dan Madinah saat itu meyakini bahwa Nabi Muhammad telah 
memberikan banyak indikasi yang menunjukan bahwa Ali bin Abi Thalib, 
sepupu sekaligus menantunya, sebagai pengganti dirinya. Mereka mengatakan 
bahwa Abū Bakar merebut kekuasaan dengan kekuatan dan kelicikan. Semua 
Khalifah sebelum Ali juga dianggap melakukan hal yang sama oleh kalangan 
ini, hal inilah yang memicu munculnya kaum Syiah 
  Setelah kekhalifaanya berakhir Abu Bakar Ash-Shiddiq menunjuk 
Umar sebagai penggantinya sebelum kematiannya, kaum Muslim menerima 
hal ini tanpa terjadi perdebatan. Pengganti Umar, Utsman bin Affan, dipilih 
oleh dewan perwakilan kaum muslim. tetapi kemudian, Utsman dianggap 
memimpin seperti seorang  raja dibandingkan sebagai seorang pemimpin yang 
dipilih oleh rakyat. Utsman pun akhirnya dibunuh oleh seseorang dari 
kelompok yang tidak puas. Ali kemudian diangkat oleh sebagian besar 
Muslim waktu itu di Madinah untuk menjadi khalifah, tetapi ia tidak diterima 
oleh beberapa kelompok muslim. Dia menghadapi beberapa pemberontakan 
dan akhirnya terbunuh setelah memimpin selama lima tahun. Periode ini 
disebut sebagai "Fitna", atau perang sipil islam pertamaSalah satu kelompok 
yang saling bertentangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Mu„awiyah bin 
Abi Sufyan. Peperangan itu berhenti setelah terjadinya gencatan senjata 
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melalui proses arbitrase (al-Tahkim) antara kelompok Ali bin Abi Thalib yang 
diwakili oleh Abi Musa al-Asy„ari dan kelompok Mu„âwiyah bin Abi Sufyan 
yang diwakili oleh Amr bin Ash. Arbitrase (al-Tahkîm) itu dapat dilihat se-
bagai salah satu bentuk prosedur dalam proses pendelegasian wewenang atau 
pengambilan keputusan baik di bidang politik maupun hukum.
72
 Kaum 
muslimin pun terpecah menyikapi hasil arbitrase yang dinilai tidak adil. 
Setelah kematian Ali, Muawiyah mengambil alih kekuasaan kekhalifahan 
setelah sebelumnya Dia kemudian dikenal dengan nama Muāwiyya, pendiri 
Bani Umayyah. Dibawah kekuasaan Muāwiyya, kekhalifahan dijadikan 
jabatan turun-menurun.  
Meskipun begitu, Bani Umayyah tidak sepenuhnya didukung oleh 
seluruh umat Islam. Beberapa Muslim lebih mendukung tokoh muslim 
lainnya seperti Ibnu Zubair  sisanya merasa bahwa hanya mereka yang berasal 
dari klan Nabi Muhammad, Bani Hasyim, atau dari keturunan Ali yang masih 
sekeluarga dengan Nabi Muhammad, yang boleh memimpin, komunitas 
muslim akhirnya terpecah menjadi komunitas Syiah dan Sunni. 
Dari aspek sejarah pro dan kontra kekhalifaan islam mungkin yang 
penulis nilai memiliki relevansi adalah musyawarah saat itu meyakini bahwa 
Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah penerus kepemimpinan Islam sama halnya 
ketika dalam MUNASLUB Partai Golkar secara Aklamasi menunjuk sebagai 
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Aburizal Bakrie ketua Umum, ada faksi yang tidak menyetujui hal tersebut. 
Meskipun perbedaanya dalam konteks bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah 
penerus kepemimpinan Islam dinilai karena trust (kepercayaan), kapasitas dan 
kapabilitasnya sebagai seorang sahabat nabi yang tidak diragukan attitude 
(sikap) kepemimpinanya, berbeda dengan Aburizal Bakrie yang menjadi ketua 
umum karena siasat politik mengumpulkan faksi-faksi politiknya yang 
mayoritas mendukungnya dan mereduksi serta mengganti posisi jabatan 
strategis dalam internal kepartaianya yang berseberangan dengan keinginanya. 
Selanjutnya yang penulis lihat adalah hasil arbitrase seharusnya bisa menjadi 
rekonsiliasi antara kedua pihak tetapi di siasati oleh Muawiah yang dinilai 
tidak adil sehingga semakin menguatkan tendensius antara pendukung Ali dan 
Muawiah. Dalam konteks konflik partai Golkar adanya intervensi pemerintah 
melalui MENKUMHAM yang mengesahkan dan membantu Kubu Agung 
Laksono dalam mendapatkan legalitas struktur kepartaian yang Sah karena 
landasan hukum telah adanya putusan Mahkamah partai yang mengesahkan 
sebelumnya, sehingga menjadi acuan MENKUMHAM meskipun seharusnya 
itu terlalu cepat diputuskan MENKUMHAM sebagaimana mekanisme 
undang-undang Partai Politik setelah adanya kekuatan Hukum tetap keputusan 






Pada bab ini penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan yang dapat di 
ambil setelah melakukan penelitian dan menguraikannya dalam bab pembahasan. 
Selain kesimpulan, peneliti juga menawarkan beberapa saran dalam menghadapi 
fenomena yang sama dengan judul penelitian yaitu “Respon Elite GOLKAR 
Makassar terhadap Dualisme di DPP Pusat: studi tentang kubu Aburizal bakrie dan 
Agung laksono. 
A. KESIMPULAN  
1. Terjadi kecenderungan elite DPD II  GOLKAR Makassar terhadap dualisme di 
DPP Pusat antara Aburizal Backrie dan Agung Laksono  Elite Golkar Makassar 
memiliki pandangan berbeda dalam menyikapi konflik tersebut ada yang 
memiliki kecenderungan memihak terhadap Aburizal Backrie dan ada yang 
memiliki kecenderungan memihak kepada Kubu Agung Laksono kemudian 
adapula yang diplomatis memberikan pernyataan terhadap kedua kubu yang 
berkonflik tersebut. Adanya penekanan DPD II yang menentukan sikap elite 
Golkar Makassar secara kelembagaan terhadap kedua kubu yang berkonflik 
pertama adalah keharusan Elite Golkar Makassar mematuhi keputusan DPD II 
Partai Golkar secara kelembagaan meskipun Elite Golkar Makassar tidak seragam 
dalam merespon Konflik dualism di DPP Pusat. Kedua adanya pengaruh DPD I 
Golkar Sulawesi selatan dan ketokohan Sahrul Yasin Limpo yang menjadi induk 
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desentralitas daerah pimpinan daerah  yang Harus dipatuhi DPD II 
kabupaten/Kota se Sulawesi selatan. 
2. Respon Elite Golkar Makassar menjelang MUNASLUB seluruh elite GOLKAR 
Makassar menyatakan totalitas mendukung dan akan berusaha semaksimal 
mungkin memenangkan Syahrul Yasin Limpo sebagai calon ketua umum Partai 
GOLKAR di MUNASLUB. Harapan Elite GOLKAR Makassar bahwa 
MUNASLUB ini akan menjadi instrument mereformasi GOLKAR. Salah satu 
persiapan elite GOLKAR Makassar dalam berusaha memenangkan Syahrul Yasin 
Limpo adalah melakukan kompromi dukungan bersama Agung Laksono namun 
terjadi perubahan pada saat MUNASLUB hingga Pasca MUNASLUB skenario 
memenangkan kandidat dilakukan Elit DPP Pusat dan pragmatism Elite 
GOLKAR pada umumnya terjadi di semua tingkat baik itu DPP Pusat maupun 
DPD I dan DPD II tak terkecuali Elite DPD II GOLKAR Makassar dan sulsel 
pada Umumnya. Kekuatan yang dibangun Syahrul yasin Limpo dengan 
berkompromi dengan Agung Laksono tidak terjadi di MUNASLUB karena sudah 
diakomodirnya kepentingan Agung Laksono melalui konfigurasi dan transaksi 
kekuasaan elite GOLKAR di pusat dimana  Aburizal Bakrie menjadi Giant 
Politic di balik panggung MUNASLUB dan berhasil mempertahankan 
pengaruhnya dan mengakomodir lawan yang dianggap mengancam, dimana 
sebelumnya mekanisme Aklamasi dan skenario pelaksanaan pemilihan ketua 
umum melalui voting terbuka. Dan Elite GOLKAR DPD II Makassar bagian dari 
pragmatism Money politic yang dilakukan Elite Pusat sebagai upaya menjalankan 
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konfigurasi Transaksi Kekuasaan Elite yang terjadi di MUNASLUB. Elite 
GOLKAR Makassar sendiri dan DPD II sul-sel pada umumnya sebagai pemegang 
suara mendapat berbagai penawaran jual beli suara, bahkan dua kandidat kuat di 
MUNASLUB Setya novanto dan Ade komaruddin beberapa kali mengumpulkan 
DPD I dan DPD II dari berbagai daerah sebelum penyelenggaraan pemilihan 
dilakukan. Elite Pusat dan Elite lokal bukan lagi berpikir, menuangkan ide-ide, 
strategi, maupun karya mereka untuk kemajuan dan kejayaan GOLKAR ke 
depan. Melainkan justru berpikir pragmatis dan hanya siapa Calon Ketua Umum 
GOLKAR ke depan.   
B. IMPLIKASI PENELITIAN 
1. Kekecewaan elite di daerah bisa mengancam pada solidaritas seluruh kader 
partai dan dapat bermuara pada perpecahan internal dan kembali melahirkan 
sinisme terhadap Pimpinan partai. Dan kekalahan pada pemilihan kepala 
daerah di tingkatan Bupati, Walikota dan Gubernur hingga Legislatif, 
banyaknya kader Golkar yang potensial di daerah yang tidak mendapatkan 
rekomendasi dari DPP Pusat sehingga maju melalui jalur independen maupun 
diusung oleh partai lain yang berhasil menang di pilkada serentak 2016 lalu 
bisa menjadi bahan evaluasi Partai. Untuk elite di daerah khususnya DPD II 
GOLKAR Makassar mampu memberikan respon yang sifatnya membangun 
keberpihakan kepada kepentingan idealism partai bukan pada kepentingan dan 
hubungan emosional antara salah satu kubu yang sedang berkonflik di Pusat 
dan mampu menjaga profesionalisme sebagai kader partai meskipun memiliki 
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perbedaan pandangan antar kader lainya. Dan berkontribusi terhadap 
rekonsiliasi partai pada saat terjadi konflik di tingkat DPP Pusat, DPD I dan 
DPD II. 
2. Elite partai GOLKAR di DPD I dan DPD II serta DPP Pusat tidak pragmatis 
dalam segala aspek Politik terutama Pemilihan calon ketua umum yang sangat 
vital.  Penjaringan calon ketua Umum maupun kandidat usungan yang akan 
maju di Pilkada benar-benar melalui kualifikasi dan melihat kualitas , 
kapasitas serta Kapabilitas tidak hanya dari segi popularitas dan elektabilitas. 
Serta menampung ide-ide, strategi, setiap kader maupun karya mereka untuk 
kemajuan dan kejayaan GOLKAR ke depan. Khususnya kepada Elite DPD II 
GOLKAR Makassar tidak mengikuti lagi Pragmatisme Elite di pusat karena 
akan menjadi siklus yang berpola bagi kader lainya yang akan merugikan 
partai  yang baru saja. Mampu mengelola kepentingan dan perlu 
menyelaraskan pandangan antar faksi di dalam tubuh partai untuk 
mempriritaskan kepentingan Partai bukan kepentingan golongan atau faksi 
dan mengakomodir segala faksi di dalam tubuh structural kepengurusan dan 
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